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NOMOR & TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

HEA

BUPATI REJANG LEBONG

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 avyat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemeniniah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor b6
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat
memberikan bantuan keuangan vang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Desa yang bersifat khusus dalam rangka percepatan
pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat;

bahwa dalam rangka terselenggaranya pengelolaan
bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Desa
secara tertib, taat hukum, terarah, transparan dan
akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, maka perlu disusun pedoman

pengelolaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong
tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan
Khusus Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten
Rejang Lebong.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 19, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286/,
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5387,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Momor 41);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nemor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
[Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



Menetapkan
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Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
iBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1B Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasvarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor
o69);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019
tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bernita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1496);

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2006 tentang
Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun
2006 tentang HKeuangan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 Seri
K}

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2015 Nomeor 107);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Badan Permusyvawaratan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108);
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Pokok-Pokaok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2021 Nomor 163).

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten
Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 520)

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN  KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN REJANG
LEBONG



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan.

1,
2.

e

10.

11.

12.

13,

Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
petiyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
dacrah dalam rangka penvelenggaraan pemerintahan
dacrah vang dapat dinilai dengan uang yvang termasuk
didalamnya segala bentuk kekavaan vang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vyang
sclanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Pemermtahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Kebjjakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA
adalah dokumen vang memuat kebijakan  bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayvaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk  setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati dengan DPRD.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yvang selanjutnya
di singkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Rejang
Lebong.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Rejang Lebong yang selanjutnva disebut BAPFEDA
adalah Lembaga teknis daerah dibidang peneliian dan
perencanaan pembangunan daerah.

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Rejang
Lebong vyang selanjutnya disebut BPKD adalah
Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengelola
keuangan dan aset daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Rejang Lebong yvang selanjutnya disebut DPMD adalah
Perangkat Daerah vang memiidangi urusan program
penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan
masyarakat Desa.

Tim Fasilitasi BEK Tingkat Kabupaten adalah tim lintas
Organisasi Perangkat Daerah Teknis yang dibentuk oleh
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Bupati untuk melakukan koordinasi, fasilitasi,
pemantauan dan evaluasi terhadap kajian teknis sebagai
bahan pertimbangan kepada Pemenntah Desa terhadap
Program BKK di Kabupaten Rejang Lebong.

Tim Pendamping dan Supervisi Program BEK adalah
unsur Organisasi Perangkat Daerah yang membidang
urusan Pemerintahan Desa bersama tenaga konsultan
teknis atau tenaga ahli yang ditunjuk untuk
melaksanakan pendampingan dan supervisi kepada
Pemerintah Desa terhadap Program BKK di Kabupaten
Rejang Lebong.

Tenaga Operator Komputer Sekretariat adalah tenaga
ahli dibidang administrasi dan pengarsipan berkas atanu
dokumen pada program Bantuan Keuangan Khusus
(BEEK) kepada Pemerintah Desa vang berkedudukan di
Kabupaten Rejang Lebong.

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagad
perangkat daerah.

Camat adalah pemimpin kecamatan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yvang memiliki
batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
Mmengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masvarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyvarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisonal
vang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan
Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistemn Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang
mempunyai wewenang, ftugas dan kewajiban untuk
menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan Permusyawaratan Desa vang selanjuinya
disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah
dan ditetapkan secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa vang selanjutnva di
singkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat,
sebagai mitra pemerintah Desa, ikut serta dalam
perencanasan, serta meningkatkan pelayanan
masyarakat Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang
selajutnya RPJMDesa adalah Rencana Kegiatan
Pembangunan Desa untuk jangka waktu b (enam) tahun.
Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya
disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana
Kerja Pembangunan Pemerintah Desa untuk jangka
walitu 1 (satu) Tahun.
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya
disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan
Pemnerintahan Desa,

Penerimaan Desa adalah uang vang berasal dari seluruh
pendapatan Desa yang masuk ke APBDesa melalui
rekening kas Desa.

Pengeluaran Desa adalah uang yvang di keluarkan dan
APB Desa melahai rekening kas Desa.

Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran seclama satu periode
Anggaran.

Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Dan Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten
adalah dana vang dialokasikan Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Desa vang bersumber dari APBD.

Bantuan Keuangan Khusus vang selanjutnya disingkat
BRK adalah Bantuan keuangan yang peruntukannya
citetapkan oleh Pemerintah Daerah pembenn bantuan
dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnyva kepada
Pemenntah Desa penerima bantuan.

Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disinghat
REKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan
uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa
vang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
berupa uang dan barang vang berhubungan dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan
kegiatan vang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan Desa,

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Desa, yang
selanmjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau
sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggaran keseluruhan pengelolaan
keuangan Desa,

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disingkat PPK Desa adalah Perangkat Desa
vang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan dan Anggaran Desa vyang
selanjutnya disingkat TPKA Desa adalah tim vang
membantu  tugas Kaur/Kasi didalam pengelolaan
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kegiatan dan anggaran terutama Kegiatan pengadaan
Barang/Jasa yang sifat dan jenisnya tidak dapat
dilakukan sendiri.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disingkat DPA adalah dokumen yvang memuat rincian
setiap keglatan, anggaran yang disediakan, dan rencana
penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan
berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB
Desa.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang
selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang
memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang
disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan
vang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang
telah ditetapkan dalam Perubahan APEB Desa dan/atau
Perubahan Penjabaran APB Desa.

Rencana Anggaran Biaya vang selanjutnya disingkat
EAB adalah suatu dokumen vyang berisi tahapan
pelaksanaan,rincian kemponen-kKomponen (fnput!] dan
besaran biaya dari masing-masing komponen suatu
kematan.

Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut
RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas
masuk dan arus kas keluar yvang digunakan untuk
mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk
mendanal pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA
vang telah disahkan oleh kepala Desa.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan vyang
selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang
memuat kegiatan anggaran dan rencana penarikan dana
untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari
SilPA tahun anggaran sebelumnya.

Surat Permintaan Pembayaran wvang selanjuinya
disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk
mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa di Desa.
Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat
Penguji Surat Perintah Membayar untuk mencairkan
dana yang  bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran.

Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disebut
SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh
Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara selaku
Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah
Membayar.

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di  bidang
Penyelenggaraan Pemernntahan Desa, Pelaksanaan
Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan
prakarsa masyvarakat, hak asal usul, dan adat istiadat
Desa.
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BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati imi adalah
sebagai pedoman dalam pengelolaan BKK dari Pemerintah
Dacrah kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Rejang
Lebong.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar
pengelolaan BKK dapat berjalan secara tertib, taat
hukum, terarah, transparan dan akuntabel serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri dan :

moAn g

(1)

(2)

13)

(4)

pengalokasian;

penggunaan;

PETENCATIAATL

PELERATIZRATAD,

pelaksanaan;

penyaluran; dan

pelaporan dan pertanggungjawaban.,

BAB IV
PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

BEK merupakan bantuan keuangan vang peruntukannya
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pember
bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya
kepada Pemenntah Desa penenma bantuan.

BEKK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan
sesual kemampuan  keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan
pemerintahan wajib dan/atau alokasi belanja yang
diwajibkan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan
perundang-undangan.

BEK sebagaimana dimaksud pada avat (1) diberikan
kepada 122 (seratus dua puluh dua) Desa di Daerah vang
dialokasikan secara merata setiap Desa.

BKK sebagaimana dimaksud pada awvat (1) diberikan
dalam bentuk belanja transfer yang dialokasikan pada
belanja tidak langsung vang dipergunakan sesuai dengan



(5)

()

(1)

(2]

(1)

(2)

tujuan penggunaan yang ditetapkan oleh pemben
bantuan.

BEKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber
dari APBD dan menjadi penerimaan Desa yang ditetapkan
dalam APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa Tahun
Anggaran berkenaan.

BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan
dari ketentuan penggunaan paling sedikat 70% (tujuh
puluh persen) dan paling banvak 30% (tiga puluh persen)
vang ditentukan dalam APBDesa sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
mensyaratkan adanya dana pendamping dalam APBD
Tahun Anggaran berkenaan.

Bagan Kedua
Pengalokasian
Pasal 5

Pengalokasian BEK diberikan sebagai bentuk dukungan
Pemernintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam
ranghka:

a. mendukung pelaksanaan Misi  ke-VIII RPJMD
Kabupaten Rejang Lebong, vaitu memperluas
ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan
kemiskinan melalui program-program solutif di bidang
pemberdayaan masyarakat Desa;

b. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan
pemerintahan Desa:

c. meningkatkan pembinaan kemasyarakatan Desa; dan

d. meningkatkan pemberdayvaan masyarakat Desa.

BEK sebagaimana dimaksud pada avat (1) dialokasikan

sebesar Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah) setiap

Desa.,

Bagian Ketiga
Penggunaan
Pasal 6

Pengpunaan BEKK diprioritaskan untuk membiayai
kegiatan i bidang pemberdayaan masyarakat Desa
terutama dalam rangka perluasan dan ketersediaan
lapangan kerja puna mengentaskan kemiskinan melalui
program-program solutif yang menjadi kewenangan Desa.
Penggunaan BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk membiayai kegiatan-kegiatan pada bidang
pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain !
a. Sub bidang perikanan
1) Pemehharaan karamba/kolam perikanan darat
milik Desa;
2) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan karamba
[ kolam perikanan darat milik Desa;



3} Bantuan perikanan (bibit/pakan/dan sejenisnya);

4) Bimbingan teknis/pelatihan/pengenalan Teknologi
Tepat Guna untuk perikanan darat;

5) Pengembangan benih lokal;

6) Pengembangan Teknologi Tepat Guna pengolahan
hasil perikanan; dan

7] Penetapan komoditas unggulan sektor perikanan,

b. Sub bidang pertanian dan peternakan

1} Peningkatan produksi tanaman pangan (alat
produksi/ pengelolaan [ penggilingan / dan
sejenisnyal;

2) Peningkatan produksi peternakan [alat
produksi/ pengelolaan /kandang/ dan sejenisnyal;

3} Bimbingan teknis /pelatihan/pengenalan Teknolog
Tepat Guna untuk pertanian dan peternakan;

4} Pengembangan usaha ekonomi komunitas;

3] Pengembangan dan pengolahan hasil pertanian
pasca panen;

6) Pengadaan subsidi/bantuan produksi peternakan
(bibit/pakan/ dan sejenisnya);

7) Pengadaan subsidi/bantuan produksi pertanian;
(bibit/ pakan, dan sejenisnyal;

8} Penguatan dan pengembangan ketahanan pangan
tingkat desa;

9} Penetapan komoditas unggulan sektor pertanian;

10) Pembuatan dan penetapan pupuk organik dan
pakan organik untuk pertanian;

11) Pengembangan ternak secara kelompok;

12) Pengembangan Teknologi Tepat Guna pengolahan
hasil pertanian dan perikanan.

¢c. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah (UMKM)

1} Pelatihan manajemen koperasi/usaha mikro, kecil,
menengah (UMEKM);

2) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro,
kecil, menengah dan koperasi;

3] Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk
pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan
koperasi;

4] Pemanfaatan dan pengolahan limbah mmumah
tangga; dan

2] Pengelolaan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
untuk pengembangan usaha mikro, kecil,
menengah dan koperasi.

d. Sub hdang perdagangan dan perindustrian

1) Pemeliharaan Pasar Desa/kios milik Desa;

2] Pembangunan/rehab Pasar Desa/kios milik Desa;

3] Pengembangan industri kecil tingkat desa; dan

4) Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan
kelompok usaha cekonomi produlktif.

(3) BKK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan sarana dan prasarana
infrastruktur vyang ada di bidang pemberdayaan
masyarakat Desa yang sifatnya kegiatan pendukung
pemberdayaan masyarakat Desa.

{4} BKK scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
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dipunakan wuntuk membiayai belanja operasional

pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan paling banyak
3% (tiga persen) dari besaran BKK yang diterima,
Penggunaan belanja operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (3] dengan ketentuan paling banyak 1% (satu
persert) untuk honorarium TPEKA Desa dan paling sedikit
2% (dua persen) untuk belanja makan dan minum rapat,
belanja ATK, belanja benda pos dan sejenisnya.

Bagian Keempat
Perencanaan
Pasal 7

Perencanaan  kegiatan BEK  dilaksanakan  secara
partisipatif oleh Pemerintah Desa melalui musyawarah
perencanaan pembangunan Desa bersama-sama unsur
BPD, kelompok sasaran dan pihak terkait lainnya yang
diajukan melalui proposal/usulan Kegatan BEKK Tingkat
Desa.
Kelompok sasaran kegiatan BEK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdini dan :
a. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
b, kelompok pemberdayaan masyarakat di Desa.
Kepala Desa menyampatkan hasil perencanaan kegiatan
BEKK vyang telah disepakati dalam musyawarah
perencanasn pembangunan  Desa ~ sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Fasilitasi BKK
Tingkat Kabupaten melalui BAPPEDA  untuk
mendapatkan pertimbangan teknis usulan kegiatan
terutama kesesuaian antar dokumen perencanaan
pembangunan kegiatan bidang pemberdayaan
masyarakat Desa sesuai prioritas, potensi dan
kewenangan Desa, besaran anggaran serta hal-hal
lainnya yang berkaitan dengan kegiatan BKK.
Penyampaian hasil perencanaan kegiatan BEK vang telah
disepakati dalam musyawarah perencanaan
pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), disertai dengan dokumen pendukung terdiri atas ;
a. Berita Acara atau hasil musyawarah perencanaan
pembangunan Desa; dan
b. Usulan kegiatan BKK tingkat Desa beserta Rencana
Anggaran Belanja kegiatan BKK.
c. Penilaian Kelayakan Usaha Kegiatan BEKK oleh Desa
Berdasarkan pertimbangan teknis usulan kegiatan BKK
tingkat Desa dan verifikasi teknis kegiatan BKK dari Tim
Fasilitasi BKK Tingkat Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa menetapkan
kegiatan BEKK ke dalam dokumen perencanaan
pembangunan Desa, meliputi ;
a. RPJMDesa; dan
b. Dokumen RKPDesa.
Kegiatan BKK yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan pembangunan Desa sebagaimana
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dimaksud pada ayat (5], dituangkan dalam Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau Perubahan
APBDesa pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kelima
Penganggaran
Pasal 8

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa
tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (b) kepada
Camat sebagai pendelegasian Bupati untuk dilakukan
evaluasi dan verifikasi.

Camat dalam melakukan  evaluasi dan verifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk
Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa danj/atau Perubahan APBDesa di tingkat
Kecamatan.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan BEK disertai
dengan dokumen pendukung yvang terdiri atas :

a. Berita Acara atau hasil musyvawarah percncanaan

pembangunan Desa;

RPJIMDesa;

RKFPDesa;

Nota Persetujuan Bersama Kepala Desa dan BPD

atas APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa;

Proposal/Usulan Kegiatan BKK di Desa beserta

Rencana Anggaran Biava (RAB) pada Kegiatan BKK;

f. Lembar Berita Acara Pertimbangan Teknis Usulan
Kegiatan BKK oleh Tim Fasilitasi BKK Kabupaten;

g- Lembar Verifikasi Teknis Kegiatan BKK oleh Tim
Fasilitasi BKK Kabupaten.

Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa danj/atau Perubahan APBDesa sebagaimana
dimaksud pada avat (3), untuk melhat kesesuaian
kegiatan BKK  dengan dokumen  perencanaan
pembangunan Daerah, dokumen perencanaan
pembangunan Desa, kegiatan bidang pemberdayaan
masyarakat Desa sesuai prioritas, potensi dan
kewenangan Desa, besaran anggaran serta hal-hal
lainnya vang berkaitan dengan kegiatan BKEK.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi dan
verifikasi sesual dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Camat menerbitkan Surat
Persetujuan Penganggaran Kegiaten BKK 2 dalam
APBDesa, Kepala Desa menetapkan kegiatan BKE pada
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau
Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi dan

verifikasi tidak sesuai dengan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyem
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kegiatan BKK pada Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil evaluasi dan verifikasi Camat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan
Keputusan Camat.

Pasal 9

Dana BKK dianggarkan pada Pendapatan Transfer pada
Peraturan Desa tentang APBDesa danfatau Perubahan
APBDesa.

Kepala Desa melahul Perangkat Desa sesuail dengan tugas
dan fungsinya, menyusun RKA, DPA, DPPA dan/atau
DPAL sebagai dasar penganggaran dan pelaksanaan
kegiatan BKK dengan berpedoman pada Peraturan Desa
tentang APBDesa dan/atau Perubahan APBDesa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RKA, DPA,
DPPA dan/atau DPAL sebagaimana dimaksud pada avat
(1), dilaksanakan sesuz dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan
Pasal 10

Pelaksanaan  kegiatan BKK  harus dikelola dan
dipertangrungjawabkan melalai APBDesa.

BEK dipergunakan sesuai dengan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal & ayat (2} dan telah ditetapkan
dalam Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau
Perubahan APBDesa.

Pelaksanaan kegiatan BKK sebagaimana dimaksud ayat
(1) dikelola cleh PKPKD, PPK Desa dan dibantu oleh
TPKA Desa dengan melibatkan kelompok sasaran,
Pelaksanaan kegiatan BKK sebagaimana dimaksud ayat (1)
difasilitasi pendampingan dan supervisor oleh Fasilitator
Kabupaten dan Fasilitator Kewilayahan Program BKK.
Pelaksanaan kegiatan BKK sebagaimana dimaksud ayvat
(1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
ketentuan pengelolaan keuangan Desa sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kegiatan BEKK sebagaimana dimaksud ayat
(1) dilakukan melalui kegiatan berbasis swakelola jatau
pelaksanaan kegiatannya direncanakan, dikerjakan dan
diawasi oleh seluruh warga masyarakat Desa sctempat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan berbasis swakelola
scbagaimana dimaksud ayat (6) membutuhkan tenaga
berkeahlian /fatau berketrampilan khusus /atau lembaga
balai latihan kerja, maka pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat di desa dapat diselenggarakan
dengan memanfaatkan jasa pihak ketiga.
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Bagian Ketujuh
Penyaluran
Pasal 11

Penyaluran Dana BKK digjukan melalui berkas
persyvaratan pengajuan penyaluran Dana BKK oleh PPK
Desa dan TPKA Desa kepada Kepala Desa untuk
diverifikasi oleh Camat dan disampaiken kepada Bupati
melalui DPMD dan BFKD.

Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan
validasi pengujian kebenaran berkas persyaratan
penyaluran Dana BKK. Dalam hal berkas dinyatakan
benar dan sah, maka Kepala Desa menerbitkan surat
permohonan rekomendasi penyaluran Dana BKK vang
ditujukan kepada Camat.

Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) melakukan
verifikasi kelayvakan berkas persyaratan penyaluran Dana
BKK. Dalam hal berkas dinyatakan benar dan lavak,
maka camat dapat menerbitkan surat rekomendasi
penyvaluran Dana BEKEK vang ditujukan kepada Kepala
DPMD.

DPMD sebagaimana dimaksud avat ([3) melakukan
checklist kelengkapan berkas persyaratan penyvaluran
Dana BKK. Dalam hal berkas dinyatakan lengkap dan
telah didata oleh Tenaga Operator Komputer pada
Sckretariat Program BEK Kabupaten, maka Kepala
DPMD menerbitkan surat pengantar rekomendasi
penyaluran Dana BEK yang ditujukan kepada Bupati
melalui Kepala BPKD.

BPKD  sebagaimana dimaksud pada ayat (4]
bertanggungjawab kepada Bupati untuk menerbitkan
SPM dan SP2D penyaluran Dana BEK kepada
Pemerintah Desa berdasarkan rekomendasi penyaluran
Dana BKK oleh Camat.

Penyaluran Dana BKK sebagaimana dimaksud ayat (1)
diajukan secara sekaligus atau 1 (satu) tahap sebesar
1000 (seratus persen), paling cepat Bulan Maret dan
paling lambat Bulan September tahun berjalan.

Penyaluran Dana BKK sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan melahi transfer dari Rekening Kas Umum
Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) atas kuasa
Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank
Pembangunan Daerah /atau Bank yang ditunjuk.

Pasal 12

Petunjuk teknis penyaluran BEK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian vang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupali ini.



Bagian Kedelapan
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 13

Pelaporan dan pertanggpungjawaban Dana BEKK oleh
Pemerintah Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dalam ketentuan pengelolaan keuangan desa pada tahun
anggaran berkenan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlalou.
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Pasal 14

Pelaporan dan Pertanggpungjawaban atas pengelolaan
Dana BKK dalam APBDesa pada tahun anggaran
berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
dipergunakan oleh Pemerintah Desa penerima bantuan
keuangan selalkku objek pemeriksaan.

Terhadap pelaporan dan pertanggungiawaban bantuan
keuangan dapat dilakukan pemeriksaan /audit oleh pihak
Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIF) fatau
Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong.

Apabila Pemerintah Desa penerima bantuan Dana BKK
belum menyelesaikan pekerjaannyva pada tahun berjalan
hingga berakhimya tahun anggaran berkenaan maka
menjadi SiILPA kegiatan yang wajib dianggarkan dalam
APBDesa tahun berikutnya sesual dengan
peruntukannya.

Dalam hal hasil koreksi pemeriksaan /audit oleh pihak
APIP /atau oleh Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong
terdapat penggunaan Dana BKK tidak sesuai dengan
usulan yang disetujui dan/atau peruntukannya, penerima
Dana BRK Desa yang bersangkutan dikenakan sanksi
sesual  dengan peraturan perundang-undangan vang
beriaku.

Pasal 15

Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan

Dana BKK oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 merupakan bagian dari laporan

penyelengegaraan Pemerintah Desa akhir tahun berjalan

Laporan sebagaimana dimaksud ayvat (1) diinformasikan

kepada masyarakat melalui media informasi.

Informasi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling sedikit

memuat:

a. Laporan realisasi APBDesa:

b. Laporan realisasi kegiatan;

c. HKegiatan yang belum selesai danfatau tidak
terlaksana;

d. BSisa anggaran; dan
e. Alamat pengaduan.
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Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Desa
Pasal 16

BPD melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pemerintah Desa oleh Kepala Desa, yaitu meliputi:

Dolkumen RPJM Desa;

Dolumen REKP Desa;

Doltumen APBDesa;

Laporan realisast APBDesa; dan

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
tahun anggaran berkenaan.

Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimalcsud pada
ayat (1), berupa pembahasan perencanaan pembangunan
dan evaluasi laporan pertanggungawaban Kepala Desa.
Pelaksanaan pembahasan perencanaan dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian
dan laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati
melalui Camat.

sapop

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kecamatan

Pasal 17

Camat melakukan tugas evaluasi berupa pembinaan dan

pengawasan umum pada Program Dana BKK kepada
Pemerintah Desa.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada avat (1) meliputi:

a. bantuan fasilitasi Program Dana BEKK kepada
Pemerintah Desa;

b. bantuan konsultasi Program Dana BKK kepada
Pemerintah Desa;

c. bantuan pembinaan teknis Program Dana BKK kepada
Pemerintah Desa;

d. memverfikasi dan merekomendasikan penyaluran
Dana BKK kepada Pemerintah Desa; dan

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap
Program Dana BKK kepada Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kabupaten
Pasal 18

DPMD melakukan pembinaan meliputi:

a. menylapkan bahan perumusan penvusunan
regulasi daerah mengenai pedoman pengelolaan
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BKK kepada Pemerintah Desa;

b. memberikan bimbingan, pelatihan dan sosialisasi
dalam pengelolaan BKK kepada Pemenntah Desa;
dan

c. mengkoordinir Pendamping dan  Supervisor
Program BKK melalui Sekretariat Program BKK di
tingkat Kabupaten.

Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong selaku APIP
melakukan pengawasan, audit dan pemeriksaan terhadap
pengelolaan BEK dan laporan pertanggungjawaban (LP.J)
pelaksana kegiatan anggaran bagi seluruh Desa di
Kabupaten Rejang Lebong,

Bupati dapat memberikan sanksi kepada Pemerintah
Desa berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari
APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Bagian Keempat
Tim Pendamping Program Dana BKK
Pasal 19

Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan
Program BEK kepada Pemerintah Desa membentuk Tim
Fasilitasi Program BKK Desa Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi Program BEK Desa Tingkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin darl unsur

perangkat daerah teknis terkait.

Tim Fasilitasi Program BEKK Desa Tingkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban

memberikan saran pertimbangan teknis meliput ©

a. melakukan verifikasi teknis kegiatan  bidang
pemberdayaan masyarakat Desa yang disampaikan
oleh Desa;

b. kesesualan antara dokumen perencanaan
pembangunan Daerah, dokumen perencanaan
pembangunan Desa di bidang pemberdayaan
masyarakat Desa yang sesual dengan prioritas,
anggaran, potensi dan kewenangan Desa;

¢. melaksanakan saran dan pertimbangan lainnya
berkenaan dengan pembinaan dan pengawasan
kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa;
dan

d. membuat Berita Acara Hasil Fasilitasi kegiatan
bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Tim Fasilitasi Program BKK Desa Tingkat Kabupaten

bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya

kepada Bupati melalui BAPPEDA.

Tim Fasilitasi Program BEK Desa Tingkat Kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

keputusan Bupati.
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Pasal 20

Dalam pelaksanaan Program BEEK, Bupati membentuk
Tim Pendamping dan Supervisi Program BEKK pada
Sekretariat Program BEK tingkat Kabupaten.

Tim Pendamping dan Supervisi  Program  BEK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin dan :

a. 1 (satu) orang Koordinator Fasilitator Kabupaten;

b. 5 (lima) orang Fasilitator Kewilayahan; dan

¢. 2 (dua) orang Tenaga Operator Komputer.

Tim Pendamping dan Supervisi Program BKK dalam
melakukan mgas dan fungsinya berkoordinasi kepada
Kepala DPMD.

Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl 4
bertugas mengkoordinir kegiatan pendampingan dan
supervisor program BEKEK kepada Pemerintah Desa oleh

fasilitator kewilayahan dan bertangeung jawab kepada
Bupati melalui Kepala DPMD.

Fasilitator kewilayahan sebagaimana dimaksud pada avat

(2] huruf b bertugas untuk melakukan pendampingan

dan supervisor program BKK kepada Pemerintah Desa di

tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Camat,

Tenaga Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf ¢ berkedudukan di sekretanat Program BKK

di tingkat Kabupaten yang bertugas untuk melakukan

penataan administrasi dan pengarsipan berkas atau

dokumen persyaratan penyaluran BKK di tingkat

kabupaten.

Pendampingan dan supervisor yang dilakukan oleh Tim

Pendamping dan Supervisi Program BKK sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melipuzi:

a. mensosialisasikan Program BEKK kepada Pemerintah
Desga;

b. membantu dan memberikan bimbingan kepada
pelalou-pelaku di tingkat Kecamatan dan Desa;

¢. pendampingan penyusunan Rencana Anggaran Biava

dan analisa usaha;

d. memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan;

e. memverifikasi kelengkapan dokumen

pertanggungiawaban Kepala Desa dalam pelaksanaan
Program BKK kepada Pemerintah Desa; dan
[ melakukan evaluasi dan supervisi kegiatan di
lapangan.
Tim Pendamping dan Supervisi Program BKK
sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mendapatkan
honorarium dan insentif lainnya wyang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Tim Pendamping dan Supervisi Program BEKK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
keputusan Bupati.
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Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang

Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal F Marsf 2022

BUPATI REJANG LEBONG,

.-_-ﬂﬂ'_‘" ."'-——-II
SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 7 Mare/ 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

Z/

3

YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022 NOMOR £57

oo Hadge inate, <4 mT
| 1879 403 20cp1H 08




LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TANGGAL 7 MARET 2022

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BKK
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN REJANG LEBONG

PEMBAHASAN

Dana Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah Desa yang
selanjutnya disingkat Dana BKK yaitu diberikan kepada 122 Desa di
wilayah Kabupaten Rejang Lebong, yvang bersumber dari APBD
Kabupaten Rejang Lebong.

Dana BKK kepada pemerintah Desa diberikan dalam rangka Program
Visi Misi Pemerintah Daerah di desa sebagai bentuk implementasi
misi ke-8 RPJMD Kabupaten Rejang Lebong, yaitu memperluas
ketersediaan lapangan kerja puna mengentaskan kemiskinan melalu
program-program solutif dibidang pemberdayaan masyarakat Desa.
Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada Pasal 12 dalam Peraturan
Bupati ini maka perlu diatur petunjuk teknis penyaluran Dana BKK
kepada pemerintah Desa vang dilakukan melalui berkas persyaratan
pengajuan penyaluran Dana BKK oleh PPK Desa kepada Kepala Desa
untuk diverifikasi oleh Camat dan DPMD dan selanjutnya
disampaikan kepada Bupati untuk disalurkan dari Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKDesa).

Adapun Penvaluran Dana BEKK diajukan melalui 1 (satu) Tahap
sebesar 100%, paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan
September pada tahun berjalan.

Berikut kami jelaskan mengenai teknis penyaluran Dana BKK kepada
pemerintah Desa, vaitu sebagai berikut:

A. PELAKSANA PENGELOLAAN DANA BKK TINGEKAT DESA
a] Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan
keuangan Desa selanjutnya disebut PKPKD, yang mewakili
pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa
vang dipisahkan. sebagai PKPKD Kepala Desa mempunyai
kewenangan:
1} Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
2} menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik
Desa.
3| melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban APBDeza.
4| menetapkan PPK Desa.
3| menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL.
6] menyetujui RAK Desa.
7| menyetujui SPP.
bl Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang
selanjutnya disebut PPK Desa dilakukan berdasarkan tugas di
bidangnya masing-masing yang ditetapkan dalam RKP Desa
tahun anggaran berkenaan,



PPK Desa adalah unsur perangkat Desa yang membantu
Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan
Desa, pemantauan, pengendalian serta pertanggung-jawaban
kegiatan Bantuan Keuangan di Tingkat Desa. Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa terdin dari:
Koordinator : Sekretaris Desa.
Bendahara Desa : Kaur Keuangan.
Pelaksana Kegiatan Anggaran: - Kaur Tata Usaha dan Umum.
- Kaur Perencanaan,.
- Kasi Pemerintahan.
- Kasi Kesejahteraan.
- Kepala Seksi Pelavanan.
Pelaksana Kegilatan sesuai
dengan Bidangnya
1] Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku koordinator PPK Desa, mempunyai

tugas:

- Mengoordinasikan  penvusunan dan  pelaksanaan
kebijakan APBDesa.

- Mengoordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan
rancangan perubahan APBDesa.

- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
Desa tentang APBDesa, rancangan peraturan Desa
tentang perubahan APBDesa, dan rancangan peraturan
Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa.

- Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan
kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
Perubahan Penjabaran APBDesa.

- Mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang
menjalankan tugas PPK Desa.

- Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa
dalam rangka  pertanggungjawaban  pelaksanaan
APBDesa.

- Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL.

- Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa.

- Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan
pengeluaran APBDesa:

2] Kaur Keuangan
Kaur Keuangan melaksanakan fungsi selaku Bendahara
Desa wyaitu menerima, menyimpan, menyetorkan /[atau
membayar, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran
pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa,

Bendahara Desa mempunyai tugas:

-  Menyusun RAK Desa.

- Melakukan penatausahaan keuangan desa vyang
meliputi;

* Pelaporan Buku Kas Umum Desa.
Pelaporan Buku Pembantu Pajak.
Pelaporan Buku Pembantu Bank Desa.
Pelaporan Buku Pembantu Panjar.
Pelaporan Sural Permintaan Pembayaran.



* Pelaporan Surat Pernyataan TanggungJawab
Belanja.
* Catatan atas laporan keuangan,
3) Kaur dan Kepala Seksi

Kepala Urusan selain Kaur Keuangan dan Kepala Seksi

melaksanakan fungsi selaku pelaksana kegiatan anggaran

sesual bidang, mempunyai tugas:

- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.

- Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai  bidang
tugasnya.

- Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.

= Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang
tugasnya.

- Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia
atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yvang berada
dalam bidang tugasnya.

- Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang
tugasnya untuk pertangpungjawaban pelaksanaan
APBDesa,

Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh
Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa yang selanjutnva
disebut TPKA Desa yang berasal dari unsur perangkat desa,
LKD dan/atau masyarakat yang terdiri atas ;

Ketua : Unsur LED Jatan unsur Kelompok
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sekretans : Unsur LEKD Jatau wunsur Kelompok

Pemberdayaan Masyarakat Desa [fatau
tokoh perempuan.

Anggota i Unsur LED Jatau unsur Kelompok
Pemberdayaan Masvarakat Desa fatau
tokoh perempuan. [sesuai kebutuhan).

Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa vang selanjutnya

disebut TPKA Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- Menyusun Eencana Kegiatan dan Anggaran Desa (RKA
Desa), yaitu DPA, DPPA dan DPAL sesuai bidang tugasnya.

- Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai
ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati tentang
tata cara pengadaan barang/jasa di Desa.

- Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahapan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan melalui
verifikasi kelayakan teknis oleh Sekretaris Desa bersama
pendamping Desa tingkat kecamatan disetujui oleh Kepala
Desa.

- Mendata dan mengatur kebutuhan tenaga kerja secara
swakelola untuk melaksanakan kegiatan sesuai kebutuhan
dengan jadwal pelaksanaan.

- Mengajukan bahan/material, peralatan dan jasa lainnya
secara bertahap dan/atau keseluruhan sesuai dengan
jadwal dan kebutuhan.

- Mengajukan Surat Permintaan Pembavaran [SPP) setelah
bahan/material, peralatan dan jasa lainnva diterima




melalui verifikasi serah terima barang oleh Sekretaris
Desa.

- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas
beban anggaran belanja kegiatan dengan menggunakan
buku kas pembantu kegiatan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan di Desa.

- Menvusun laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan
anggaran (realisasi fisik dan keuangan) secara berkala.

- BSetelah pelaksanaan kegiatan secara swakelola secara
bertahap dan/atau keseluruhan sesuai dengan jadwal dan
kebutuhan selesai, Ketua TPKA Desa menyerahkan laporan
pertanggung-jawaban (LPJ) pelaksana kegiatan pekerjaan
kepada Kepala Desa.

TPKA Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

dapat dialokasikan biaya operasional pelaksana kegiatan

paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah Dana BKK vang
diterima, yvang selanjutnya dihitung dengan ketentuan paling
banvak 1% (satu persen) untuk Honorarium TPKA Desa dan
paling sedilat 2% (dua persen) untuk belanja makan dan
minum rapat, belanja ATK, belanja benda pos dan sejenisnya.

B. Mekanisme Penyvaluran Dana BKK
Adapun mekanisme penyaluran Dana BKK yaitu sebagai berikut:

1.

Dana BKK dianggarkan dalam APBD Kabupaten Rejang
Lebong pada Pos Belanja Tidak Langsung BPKD Kabupaten
Rejang Lebong.

Dana BKK vang ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) tidak
boleh dipindahkan ke rekening lainnya. Setiap Desa hanya
diperkenankan untuk membuka 1 (satu) rekening sebagai
Eekening Kas Desa pada Kantor PT. Bank Pembangunan
Daerah Bengkulu Cabang Curup atau pada unit cabang
pembantu terdekat diwilayahnva.

PPK Desa dan TPEA Desa menyiapkan berkas persyaratan
pengajuan penyaluran Dana BKK. Setelah kelengkapan berkas
persyaratan pengajuan penyvaluran beserta lembar verifikasi
teknis pada perencanaan kegiatan BKK dinyatakan lengkap.
Sekretaris Desa selaku koordinator PPK Desa menerbitkan
surat permohonan pengajuan penyaluran Dana BKK untuk
disalurkan ke Rekening Kas Desa, yang disampaikan kepada
Kepala Desa.

Permohonan pengajuan penyaluran Dana BKK dari Sekretaris
Desa divalidasi pengujian kebenaran berkas persyvaratan
pengajuan penyaluran Dana BKK oleh Kepala Desa yang dapat
dibantu oleh Pendamping Lokal Desa (PLD) Tingkat Desa
Program Pembangunan dan Pemberdavaan Masvarakat Desa
(PAMD). Setelah berkas dinvatakan benar dan sah, Kepala
Desa menerbitkan surat permohonan rekomendasi penyaluran
Dana BEK untuk disalurkan ke Rekening Kas Desa, yang
disampaikan kepada Bupati Cq. Camat dengan melampirkan
lembar wvalidasi pengujian berkas persyaratan penyaluran
Dana BEEK.

Permohonan rekomendasi penyaluran Dana BKK dari Kepala
Desa diverifikasi kelayakan berkas persyaratan pengajuan




penyaluran Dana BKK oleh Pihak Kecamatan yang dapat
dibantu oleh Pendamping Desa (PD) Tingkat Kecamatan
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(P3MD). Setelah berkas dinyatakan benar dan layak, Camat
menerbitkan surat rekomendasi penyaluran Dana BKK untuk
disalurkan ke Rekening Kas Desa, yvang disampaikan kepada
Bupati Cq. Kepala DPMD Kabupaten Rejang Lebong dengan
melampirkan lembar verifikasi kelayakan berkas persyaratan
penyvaluran Dana BEKK.

Rekomendasi penvaluran Dana BEK dari Camat dichecklist
kelengkapan berkas persyaratan penyaluran Dana BKK oleh
Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong bersama Koordinator
Fasilitator dan Fasilitator Kewilayahan Program BEKK Kabupaten.
Setelah berkas dinyvatakan lengkap dan didata oleh Tenaga
Operator Komputer pada Sekretaniat Program BKK Kabupaten,
Kepala DPMD Kabupaten Rejang Lebong menerbitkan surat
pengantar rekomendasi penyaluran Dana BKK yang ditujukan
kepada Bupati cq. Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong
dengan melampirkan lembar checklist kelengkapan berkas
persyaratan penyaluran Dana BKE.

Surat pengantar rekomendasi penyaluran Dana BKK dari
Kepala Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong dilampini
rekomendasi penyaluran Dana BKK dari Camat diterima oleh
pthak BPKD. Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong
memerintahkan Penyaluran Dana BKK ke Rekening Kas Desa
dengan menerbitkan SPM dan SP2D (Surat Perintah Pencairan
Dana) untuk kemudian disampaikan kepada Pimpinan Kantor
PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Cabang Curup atau
pada unit cabang pembantu terdekat diwilayahnya.

Kepala Desa dan Kaur Keuangan selalku Bendahara Desa
dapat melakukan penyaluran Dana BKK dan Rekening Kas
Umum Daerah [RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan
memperhatikan Spesimen Bank masing-masing Desa.

C. Pemberkasan Persyaratan Penyvaluran Dana BKK
Adapun berkas permohonan penyaluran Dana BEKK dengan
melengkapi persyaratan berkas sebagai berikut:

1.

Surat pengantar rekomendasi penyaluran Dana BKK ke
Rekening Kas Desa dari Kepala DPMD Kabupaten Rejang
Lebong dilampiri rekomendasi penyaluran Dana BKK dari
Camat yang ditujukan kepada Bupati Cq. BPKD Kabupaten
Rejang Lebong dengan melampirkan lembar checklist
kelengkapan berkas persyaratan penyaluran Dana BKEK oleh
pthak Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong bersama
Koordinator Fasilitator dan Fasilitator Kewilayahan Program
BKK Kabupaten.

Sural rekomendasi penyaluran Dana BKK ke Rekening Kas
Desa dari Camat yvang ditujukan kepada Bupati Cg. Kepala
DPMD Kabupaten Rejang Lebong dengan melampirkan lembar
verifikasi kelayakan berkas persyaratan penyaluran Dana BKK
oleh pihak Kecamatan yang dapat dibantu oleh Pendamping
Desa (PD) Tingkat Kecamatan Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyvarakat Desa (PIMD).



Surat permohonan rekomendasi penyaluran Dana BEKK ke

Rekening Kas Desa dari Kepala Desa yang ditujukan kepada

Bupati Cg. Camat dengan melampirkan lembar wvalidasi

pengujian berkas persyaratan penyaluran Dana BKK oleh

Kepala Desa yang dapat dibantu oleh Pendamping Lokal Desa

(PLD) Tingkat Desa Program Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (P3MD).

Surat permochonan pengajuan penyaluran Dana BEKK ke

Rekening Kas Desa dari Sekretaris Desa selaku Koordinator

PPK Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa selaku

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Berkas persyaratan pengajuan penyaluran Dana BEKEK, ke

Rekening Kas Desa, vaitu terdiri dari:

-  Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022
(Perdes tentang APBDesa) beserta lampiran, [fatan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun
Anggaran 2022 (Perdes tentang Perubahan APBDesa)
beserta lampiran. (ditanda tangani dan cap basah)

- Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa
Tahun Anggaran 2022 (Perkades tentang Penjabaran
APBDesa), /atau Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2022
(Perkades tentang Penjabaran APBDesa), beserta lampiran.
fditanda tangani dan cap basah)

- Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Desa dan BPD
mengenai APBDesa Tahun Anggaran 2022 dan/atau
Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2022. [ditanda
tangani dan cap basah)

- Proposal /Usulan Kegiatan BKK di Desa beserta Rencana
Anggaran Biaya (RAB) pada Kegiatan BKK oleh PPK Desa
dan/atau TPKA Desa. (ditanda tangani dan cap basah)

- Lembar Berita Acara Pertimbangan Teknis Usulan Kegiatan
BEKK oleh Tim Fasilitasi BKK Kabupaten.

- Lembar Verifikasi Teknis Kegiatan BKK oleh Tim Fasilitasi
BKK Kabupaten.

- Photo copy Surat Persetujuan Penganggaran Kegiatan BKK
dalam APBDesa oleh Camat.

- Photo copy Rekening Kas Desa (RKD).

- Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kaur Keuangan Desa.

- BSurat Keputusan Kepala Desa tentang Kaur Keuangan
selaku Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022, (ditanda
tangani dan cap basah)

- Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPK Desa) Tahun
Anggaran 2022, /ditanda tangani dan cap basah)

- bBsurat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim
Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa (TPKA Desa) pada
Kegiatan BKK Tahun Anggaran 2022. (ditanda tangani dan
cap basah)

-~ Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Kegiatan
Anggaran sesuai dengan bidangnya (bermaterai 10.000).
fditanda tangani dan cap basah)



-  Surat Pengajuan Dana Belanja Tidak Langsung oleh Kepala
Desa (bermaterai 10.000), {asli/cap dan tanda tangan basahj

- Surat Keterangan Transfer Rekening Kas Desa oleh Kepala
Desa (bermaterai 10.000). fasl/cap dan tanda tangan basah)

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa (materai
10.000). {asl/cap dan tanda tangan basah)

D. Pencairan Dana BKK di Rekening Kas Desa

Pencairan Dana BKK yvang bersifat khusus di Rekening Kas Desa

(RKD) oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan selaku Bendahara Desa

dengan melampirkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran] yang telah

ditanda-tangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan Desa, Koordinator

PPKDesa, Bendahara Desa dan disetujui oleh Kepala Desa. dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Penerbitan SPP harus dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab
Belanja dan Bukti Penerimaan Barang/jasa ditempat oleh
Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKDesa.

2. Pencairan di Rekening Kas Desa melalui SPP harus sesuai
dengan kebutuhan pembayaran dan berpedoman dengan RAK
Desa [Rencana Anggaran Kas Desa) dan telah disetujui oleh
Kepala Desa.

3. Pencairan anggaran/uang tunai untuk Pengadaan Barang/jasa
secara swakelola dibayarkan tidak lebih dari 10 (sepuluhl) han
kerja terhitung sejak tanggal pencairan.

4. Bendahara Desa mencatat semua penerimaan dan pengeluaran
melalui Rekening Kas Desa kedalam Buku Pembantu Bank Desa.

II. PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana BKK kepada Pemerintah Desa ini,
diharapkan sebagai pedoman bagl seluruh pemerintah Desa di
Kabupaten Rejang Lebong agar dapat berjalan lancar, berdaya guna dan
berhasil.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis dalam Peraturan
Bupati ini dan dianggap penting untuk menunjang kelancaran proses
pelaksanaan rangkajan kegiatan dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala

DPMD Kabupaten Rejang Lebong dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

BUPATI REJANG LEBONG,

R - 2 —




LAMPIRAN 11

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG

NOMOR 4 TAHUN 2022

TANGGAL T MARET 2022

DAFTAR FORMAT PENGELOLAAN DAN PENYALURAN DANA BEKK

TAHUN ANGGARAN 2022

NO CONTOH FORMAT | FORM
| | Form Surat Permohonan Pengajuan Penyaluran Dana BKK oleh Sekretariz Desa | Faii &
Foepada Kepala Desa ]
2 | Form Surat Permohonan Rekomendasi ngagum Penyalman Dana BKK aleh
Form- B
| kepala Desa
3 | Form Surat Rekomendasi Ftﬁynluran Permohonan Dana BKK oleh Camat r .
4 | Form Surat Pengantar Rekomendas Penyaluran Dana BKK oleh Kepala DPMD Form- 13
5 | Form Lembar Valwlasi Pengnjian Berkas Persyaratan Penvaluran Duana BEK oleh | E -
K.ades ST
6 | Form Lembar Verifikasi Kelayakan Berkas Persyaratan Penyaluran Dana BKE |
Form- F
| oleh Kecamatan |
7 | Form Lembar Checklist Kelengkapan Berkas Persyaraian Penvaluran Dana BREK '
Form=
oleh DPMD
% | Form Proposal M7sutan Kegiatan di Tingkat Desa terhadap Program BKK Tahun F .
Anpgaran 2022 o
9 | Form Rencana Anggaran Biaya (RAB) oleh PPE Desn denfatan TPRA Desa Form- |
1 | Form Penilaion Kelayakan Usaha Kegiatan BEK oleh Desa didamping oleh Tun Pesrss ]
| Pendampingan dan Supervisi Kabupaten __1'
11 | Fonn Lembar Berita Acara Pertimbangan Teknis Usulan heg::ﬂan BEK oleh Tim Vot K
Fasilitasi BE K Fabupaten
12 | Form Lembar Verifikasi Tekms Kegiatan BEK olsh Tim Fasilitasi BEKK F L
K abupaten bl
13 | Form Surat Persetujuan Pengangparan Kegatin BEK dalem  APBDesa oleh -
Camal . i
14 | Form Surat Keputusan Kades tentang Penetapan Bendahara Pesa Form=N
15 | Form Surat Keputnsan Kades tentang Penetapan PP Desa Fortn- O
16 | Form Surst Kepotusan Kades tenting Penetapan TPEA Desa (sesuai bidangnya) Foi P
17 | Form Surat Pernvataam Kesangpupan Pelokzana Kegaton Anggaran Desa Feni- O
I8 | Form Surat Pengajuan Dana Belanja Tidak Langsung E B
| — — " —
19 | Form Surat Keterangan Transfer R—
20 | Form Surat Pernyatnon Tanggung lawab Kepala Desa




1. FORM A

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN ............
DEEA EmEEEEE SRR R RE A R REEEEEEEE
g ~ 2022
Kepada
Momor | (ais! sesual administras! Desa) Yth Kepala Dess -
Sifat . Sagera Kecamaten .............. "
Lampiran 1 (satu) Berkas
Perihal . Permohonan Pengajuan F&nnlmnn Dana Ellf.H Di-
ke Rekening Kas Desa .. i TEMPAT
Tahun Anggaran 2022
Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan
pengajuan penyaluran Dana BKK Tahun Anggaran 2022 Desa ... e
Kecamatan ........." Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian dana
sebesar Rp. 100.000.000,- (seralus jula rupiah) agar dapat disalurkan ke
Rekening Kas Desa ........ccooemmnee **. sebagai baban perdimbangan Bapak

bersama ini Kami lampirkan -
1 Perdas terntang APBDess TA 2022 (/ateu Perubahan APBDesa TA 2022) besaria
lampiran.
2. Perkades tentang Penjsbaran APBDesa (fataw Perubahan APBDesa TA 20Z2)
besara lampiran
3. Naota Kesspakatan bersama HKepala Desa dan BPD mengsnal APBDesa (fatau
Parubahan APBDasa TA 2022).
4. Proposal Usulan Kegiatan BEK di Dasa besaris Rencana Anggaran Baya (RAB) pada
Kegiatan BEK cleh PPRDesa danfatau TPEA Desa.
5 Lembar Berita Acara Perfimbangan Teknis Usulan Kegiatan BKK obah Tim Fasilitasl
BKK Kabupalen.
B, Lembar Verifikas Teknis Keglatan BKK oleh Tim Fasilitas: BKK Kabupaten
7 Ehl:rtn copy Sual Perselujuan Penganggaran Kegialan BEK dalam APBDesa cleh
airal.
8. Photo copy Rekening Kas Desa (RKD)
9, Photo copy KTF Kepala Dasa dan pholo copy KTP Kaur Keuangan Desa.
10 3K Kades terfang Pensiapan Kaur Keuangan selaku Bandabara Desa TA, 2022
11. K Kades tentang Penelapan Pelaksana Pengeloiaan Keuangan Desa TA. 2022,
12. 5K Kades tertang Penatapan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa TA. 2022
13 Surat Permyataan Kesanggupan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa
14, Surat Pengajuan Dana Balanga Tidek Langsung oieh Kepala Desa
15, Bural Keterangan Transfer Rekening Kas Desa oleh Kepala Desa
18, Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Desa

Demikian, agar dapat dimaklumi alas perhatian Bapak diucapkan terima
kasih.

SEKRETARIS DESA .......cccocovcinian

Panletasan anda;

L]
T

= g Mavmg Kecormatan
= firinis Narma Desa
= difirks rengmal uvar i s




2. FORMB

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN .......cc.cee. ;
DEEA ---------- AR RE AR RS
; e = 2022
Kapada

Momor (diisi sesual admmistras Dasa) ¥ih Bapak Bupaii o
Sifat ;. Segera Co Camat ....ona”
Lampiran - 1 {=atu) Barkas

Pariha . Permohonan Rekomendasi Pengajuan .-

Penyaluran Dana BKK ke Rekening Kas Desa TEMPAT

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan berkas permohonan

pengajuan penyaluran Dana BKK Tahun Anggaran 2022 Desa ... ... ... .. oy
Kecamalan ........oovverees * Kabupaten Rejang Lebong dengan rincian dana
sebesar Rp. 100.000.000,- (serafus juta rupiah) agar dapst disalurkan ke
Rekening Kas Desa ..o ** sebagai bshan pertimbangan Bapak
bersama ini kami lampirkan

1

Sural Permohonan Pengajuan Penyaluran Dana BEE oleh Sekretaris Deza

2  Lembar Validasl Pengujian Berkas Persyaraian Penyaluran Dena BEK oleh Kepala
Crasa.

3. Perdaes tentang APBDesa TA 2022 (faiau Perubahan APBDesa TA 2022} beserla
lampiran.

4, Perkades tentang Penjabaran APBDess (fatau Perubshan AFBDesa TA 20232}
beserta lampiran

5. MNota Kesepakatan bersama Kepala Dess dan BPD mengenai APBDesa (/atau
Parubahan APHDasa TA 2022},

6. Proposal Usulan Kegisian BEK di Dass beseriz Fencana Anggaran Biaye (RAB) pads
Kegiatan BEK cleh PPEDasa darvatau TPEA Desa

7. Lembar Barita Acare Perimbangan Teknis Usulan Kegietan BEKK oleh Tim Fasilitasi
BKK Kabupaten

8. Lembar Verifikasi Teknis Kegiatan BKE aleh Tim Fasilitasi BKK Kabupatan

9. Photo copy Sural Persstujuan Penganggaran Kaglstan BEK dalam APBDesa oleh
Camat

10. Phioto copy Rekening Kas Desa (RED).

11 Phato copy KTP Kapala Dasa dan photo copy KTP Kaur Keuangan Desa.

12, SK Kades tentang Penetapan Kaur Heuangan selaku Bendahara Desa TA 2022

13, 3K Kades tentang Penetapan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa TA. 2022

14 3K Kades tentang Penetapan Tim Pelaksana Kagialan Anggaran Desa TA 2022,

15, Surat Pemyataan Kasanggupan Tim Pelaksana Kagistan Anggaran Desa

16, Sural Pengapan Dana Belarga Tidak Langsung oleh Kepala Desa

17 Burat Keterangen Transfer Rekening Kas Dasa aleh Kepala Dasa.

18 Swral Pernyalzan Tanggung Jawab Kepela Desa

Demikian, agar dapat dimaklumi atas perhatian Bapak diucapkan
terima kasih,
KEPALADESA .......ocoooveeaiee

= gditpdis Mamo Kecamaron
=% odifls Nemo Deso

= = difuify ranggil surot
= ditulis Nomo Kobupaten




3. FORMC

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN ...............
Y s L i R e
.................... TR TR PP L .
Kepada
Mamor © [ditsi sesual administrasi Kecamalan) ¥ih. BapakBupali ... ............"
Sifal ; Segera Cg Kepata DPMD
Lampiran 1 {satu) Barkas
Parinal ! Rekomendas! Penyaluran Dana BKK ke [, -
Rekening Kas Dasa .......cccommmmmmmrimmsrmrrares TEMPAT
Tahun Anggaran 2022
Menindaklanjuli Sural Kepala Desa .. ... . " MNomor @ (ofisi sesugl suraf

Kodes) tanggal (disi sesua tanggal surat Kades) perihal Permohonan Rekomendasi
Penyaluran Dana BKE dengen rincian dana sebasar Rp. 100.000.000,- (serafus ia
ruprahy uniuk disalurkan ke Rekenng Kas Desa ... T

Sehubungan hal tersebul berdasorkan hasil verfikasi kelayakan berkas
persyaratan penyaluran Dana BKK aleh pihak kecamatan teramplr, maka kami dapal
merekomandasikan untuk disalurkan Dana BEK Tahun Anggaran 2022 ke Rakaning Kas

EER i i " sebagal bahan perimbangan Bapak bersama ini kami sampaikan
berkas persyaralan pengajuan penyaluran Dena BKK sebagai Lampiran

Dermikian, agar dapat dimakiumi atas parhatian Bapak kami ucapkan terma kasin

CAMAT . .. i
KABUPATEMN REJAMG LEBDNG

FPen

wi

Asas Laenclas

= ditwhs Mama Kecarmaton
= difwhs Mamo Dese .
= ¥ty tonpgal suret

= gWiuilly Mg Kobupaten NIP,




4. FOEMD

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BT e o e i B s e A A
- - 2022
Kepada
Mamaor (sl sesusi admirisfras) Dinas) Yth Bapak Bupati ... .. i
Sifat . Sagera Cq Kepam8PKD .. .. .. _ .~
Lamperan ;1 [satu) Berkas
Perihal Pengantar Rekomendasi Penyaluran Dana BKK .-
ke Rekening Kas Desa ...... i TEMFPAT
Tahun Anggaran 2022
Menindaklanjull Swal Camat .. ... ..~ Nomor @ (disi sesual sural Camat)
tengoal (disi sesual fanggal sural Camal) perihal Rekomendasi Penyaluren Dana BEKK
PR0E D8R ....iiviririe i * dangan rincian dana sebesar Rp. 100.000.000,-
(seralus juta rupiah) unfuk disalurkan ke Rekening Kas Desa ... ... -

Sehubungan hal fersebutl. berdassrkan hasil checklist kelengkapan berkas
persyaratan penyaluran Dana BEEK oleh pinak Dinas PMD Kabupaten Rejang Lebong
bersama Tim Fasilitator Kabupaten dan Fasilitator Kewilayahan Program BEE ferlampir,
maka berkas dinyatakan lengkap dan kami sampaikan Rekomendasi Penyaiuran Dana
BEK oleh Camat pada dese tersabul

Demikian, agar dapat dimaklumi atas parnatian Bapak kami ucapkan terima kasin

KEPALA DIMAS PMD
KABUPATEN REJANG LEBONG

Penielasan Tamla

* = gtuive Nova Kecmaratan
*® w giulis Moo Desa

= = gl tongeal sweat

= = gitutis Mg Kobupaten NIF.
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7. FORM G

LEMBAR CHECKLIST KELENGKAPAN BERKAS PERSYARATAN
PENYALURAN DANA BKK TAHUN ANGGARAN 2022

Desa @ ...l Kab. : Rejang Lebong.
L TN A Prav. : Bengkulu.
| Checklist
Tickak ada
No DAFTAR BERKAS el N
| LorgkaP | Lenghap |

Surat Permohonan Pengajuan F‘mynlmau Dana Bk oleh Sekdes

Surat Permohonan Rekomendasi Penyvaluran Dana BKEK oleh Kepala Desa

Surat Rekomendasi Penyaluran Dana BKK oleh Camat,

Lembar Validasi FJ:T!IE!.IJII]‘[ Berkas Persvaratan Penyaluran Dina BRE oleh
Foepala Desa.

Lembar Verifikas: Kelavakan Berkos Persyaratan Penyaluran Dana BKK
oleh Camal

Peraturan Desa temtang Anggaran Pondapatan dan Belanja Desa {/ataw
Perubahom APBDesa TA. 2022) besertn lampiran,

lampiran.

I:rm Kq:-ﬂlﬂ D‘:ﬂ mﬂ. Pﬂ]ﬂbm ‘! v PR — da“
Belanja Desa (/stau Perubahan Penjabaran APBDesa TA, mﬂl ]m?'

Mot Kesepakatan Bersama BPD mengenni APBDesa (fatau Perubahan

| APBDesa TA, 2021).

S=TE

10 | Lembar Berita Acera Pertimbangan Teknis Usulan Kegiatan BEKK oleh Tim
| Fasititasi BEKK Tingkat Kabupaten.

| Proposal /Usnlan Kegiatan BKK di Desa beserta Rencana Anggaran Biaya |

| (RAB Desal kegiatan BKK.

i1

Lembar Verifikasi Teknis Kegiatan Bk oleh Tim Fasilitasi BRK. Tingka
F..almpamt

Photo Copy Surat Persetujuan Pengunpgaran Kepistan BKK  dalam
APBDesa Tahun Anggaran Berkenaan oleh Camat,

| 13 | Photo copy Rekening Kas Desa. ,
|
14 | Photo copy KIP Kepala Desa dan Phoio copy KIP kepala Linsan |
Keuangan,
15 | Surat Keputusan Kepals Desa tentang Penetapan Kawr Keuangan selaku |
Bendahara Desa TA. 2022
16 | Surat Keputusan Fiép'm'rai' Desa tentang Penctapan Pelaksana Pengelolaan
Keunangan Desa (PPKLD) TA 2022
17 | Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Pelaksmna Kegiatan
.-'Lnggurﬂn De&upada Kmml_!nl_iﬁ_ TA. 2022,
I8 | Surat Pemyataan Kesanggupan Pelaksana Kegiatan Anggaran TA. 2022,
*mactteral TN
19 | Surat Penpajuan Dana Belanja Tidak Langsung oleh Kepala Desa *marerai
1000
20 | Surat Keterangan Transfer Rekenmg Kas Desa oleh Kepala Desa ®materal

el




I 21 | Surat Pernvataan Tanggung Jawab Belanja Kepala Desa *matera 10000
Kesimpulan hasil checklist berkas persyaratan penyaluran Dana BKK, yailu |
Ada /Lengkap Diteruskan ke BPKD Kab. RL
Tidak Ada /Tidak Lengkap Dilengkapi terlebih dahulu oleh
Desa
Yang diperiksa
Nama Jabatan Tanda Tangan

P crcam i i b Kepala Desa ... .. A——

Yang memeriksa

B e s e e Kepala Bidang ... | PR
R i b e ; Kepaia Saksi ; ; - S T
B amiyes e e Tenaga Oparator Kabupaten 2. S——
o A T T A Koordinator Fasilitaior . e
T Fasilitator Kewilayahan R

Mengetahui,
N o ey A A e Sekretaris Dinas PMDRL




8. FORM H

PROPOSAL RENCANA USAHA
KELOMPOK USAHA EKONOMI PRODUKTIF

KELOMPOK DESA
MEMBATIK KAGANGA REJANG LEBONG

BIDANG USAHA
EKONOMI PRODUKTIF DESA ....cccccvmmvniinns -

Disusun oleh:

Pengelola Unit Usaha Kelompok Batik Khas Rejang Lebong

Desa i

Kecamatan

Kabupaten Rejang Lebong




Nomor
Lampiran
Perihal

KOP Kelompok Usaha Desa

[T PR et 2022
------------------------- Kepada
1 (satu) Berkas Yth. Kepala Desa i
Fengajuan Proposal Kegiatan Kecamatan ... g
Di.-
TEMPAT

Assiamu ‘olailum Wr. Wh
Dengan Hormat,

Pujl syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat
limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga proposal ini bisa terselesaikan
dengan baik, proposal yang kami swsun Inl merupakan program
pengembangan usaha Kelompok Desa Membatik Khas Rejang Lebong,
sebagai salah satu sarana dan upaya dalam rangka meningkatkan Sumber
Daya Manusia (SDM) dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung
kegiatan membatik kaganga pada Desa ..

Dengan telah tersusunnya proposal Unit Usaha Usaha Kelompok Batik
Khas Rejang Lebong besar harapan kami kiranya Bapak dapat membantu dan
memberikan  kepercayaan  kepada kami berupa bantuan kegiatan
pelatihan/pembinaan /pendampingan kelompok uwsaha ekonomi produktif
yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus darl Pemerintah Daerah
Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian proposal ini kami susun dan ajukan sebagai bahan
pertimbangan Bapak, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima
kasih yang schesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum WrlWh,

DIREKTUR KELOMPOK DESA
MEMBATIK KAGANGA REJANG LEBONG




DAFTAR ISI

DAFTAR HALAMAN .occiiinmimmmmimsmsmrssssssssssssssssasssasassssssanassasasasasas sransas YT A

1

3.

LATAR BELAKANG KELOMPOK .... ... TS i )
21 DATAKBLOMPOK i i it i ik i iabom it viates
2.2 BIODATA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN ..o imisisniasinne
2.3 BIODATA KEANGGOTAAN (iiiiammmmimsisinmmmmssrisissisrasisimssiass s niisiinis s i
24 STRUKTUR ORGANISASL ..ciismmmimmmmsmssirsismsissis s g .
ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN .ccvnnmmmnmnnns 19
2.1 PRODUK / JASA YANG DIHASILKAN ..o PR T O L P Ao
2.2 GAMBARAN PASAR oot iniasenmiiiassiniisiaiinisiaisissiess s sim et oebibbiib b i 55 a0 kst
2.3 TARGET PENJUALAN ccoinimiic sttt i e e i
2.4 STRATEGE PEMASARAN . .. cammisiiiiiiaiiosismsiamssmaditssvanterivrarisrsisis s aiss
ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA asssmssssssasesss I
3.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR o ieriisens
3.2 DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN. ... i srapiase
3.3 ANALISIS RESIKO USAHA.......cciiiiniains AR R I 6Bk s B L PR
3.4 ANTISIFAS] RESIKO USAHA . i sssimtsiemamsi e T AT i

LAMPIRAN PENDUKUNG ...coocmionecinenisisssssnsmissssssssssssssssssasstasnssssansssnsssssasanasss ssansasasess 11

A, USULAN KEGIATAN PEMBINAAN ... s msiesisiasimasiat st s insassasassns
B. USULAN PENGADAAN PERALATAN .iimiisniecsmsericisssinsssimsanisis issinsasssssssassasas
C. USULAN PENYERTAAN MODAL ..ccvoiiniininiainias T — T —
C. Dan dokumen lainya vang dianggap penting..... oo




1. LATAR BELAKANG KELOMPOK DESA MEMBATIK KAGANGA

1.1 DATA KELOMPOK ...cccoommensscmsssssasases

1. NamaKELOMPOK ... |

2. Bidang Usaha |

3. Jenis Produk / Jasa [

4. Alamat KELOMPOK ... |

5. Nomor Telepon/Fax |

6. Alamat E-mail |

7. Bentuk Badan Hukum [

8. Nomor Akte Pendirian |

9. NPWP i

10. Mulai Berdiri L

2.2 BIODATA PIMPINAN

1, Nama |_

2. Jabatan |

3. Tempatdan Tanggal
Lahir

4, Alamat Rumah |

5. Nomor Telepon |

6. Nomor Fax |

7.  Alamat E-mail

8. Pendidikan Terakhir |

9. Pengalaman Kerja




2.2 BIODATA KEANGGOTAAN

Nama

Jabatan

TTL

.

Alamat Rumah

MNama

Jabatan

TTL

ol ol L

Alamat Rumah

Mama

Jabatan

TTL
Alamat Rumah '

B g b e

Nama

Y

Jabatan

TTL
Alamat Rumah

et o ol

24 STRUKTUR ORGANISASI

e b

KETUA KELOMPOX
BENDAHARA KELOMPOK SEKRETARIS KELOMPOK
¥ I 1 | I
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ARKHATTA




2. ANALISIS PASAR DAN PEMASARAN

2.1 PRODUK /JASA YANG DIHASILKAN

| Jelaskan tentang produk / fasa yang difasillan ...

Usaha yang akan dilakukan menghasilkan ex. Kain Batik Kaganga fatau Gula semut / keripik
pisang / air kemasandalam botol 500 ml dil sesuai dengan pengembangan usaha yang
diusulkan

KEUNGGULAN YANG DIMILIKI
Kain Batik Kaganga merupakan produk yang menjadi ciri khas warisan kebudayaan di
tanah Rejang Lebong yang memiliki nilai seni tersendiri dan dapat melestarikan budaya
daerah secara lokal, nasional maupun internasional

2.Z GAMBARAN PASAR

Gambearkan tentang kondisi pasar untuk produk / fasa yang dihasilkan misalnpa dalam kurun !
waktu 2 tafhun ini .. |
Batik di Indonesia sudah menfadi loon d taral internasienal, Batlk dipasaran sudah sangat dibutuhkan
oleh seluruh kalangan bahkan di beberapa instansi pemerintah, dunia usaha, swasta dan perusahaan-

| perusahaan para karyawan dan karvawatl dalam bekerja sering menggunakan pakaian hatik daerah.

| maka nilal batik skrg sudah menjadi trend bagl kehidupan era medern ini.

2.3 TARGET PENJUALAN

ESTIMASI PENCAPAIAN :

Buotkan perhitungan biaya kasar, dan estimasi keun tungan yang dicapai ..

Rab : Biava berapa : bahan baku, produksi, peralatan, SDM |, promosi [ pemasaran , Blaya
perkemasan, harga jual perlembar batik dan keuntungan yang akan dicapal

2.4 STRATEGI PEMASARAN

Strategi yang akan dilakukan untuk pemasaran produk / faso ...
Menjual di Toke Punya Kelompok .., menjual secara online atan memasarkan langsung kepada
konsumen




O PENGEMBANGAN WILAYAH PEMASARAN
Jelaskan  rencane  pengembangan  ruang  lingkup  wilapeh  pemasaran ...

b i s s s bl ey M =

Produk akan dipasarkan di wilayah Kabupaten rejang lebong,. ...

O KEGIATAN PROMOSI
Telaskan kegiatan promaosi pang telah difaRuRan ..o

WILAYAH PEMASARAN DAN JALUR DISTRIBUSI YANG DIRENCANAKAN

1. Wilayah Pemasaran L3 Lokal.. i [o0n] % |
O Regional ... [000] %
O Nasional..cie. [000] %
O ERSpor.... ... [000] % !
2. lalur Distribusi B Individu O Distributor
O Industri O Retailer {
O Pemerintah O Eksportir
O lLain - Lain
3. Rencana Lokasi Showroom |
/ Counter Penjualan DESA i

[0 STRATEGI PENETAPAN HARGA

| Ceritokan bahwa Kelompaok ... tidak sepenuhnya mencard keuntungan vang besar, sehingga

; penetapan harga bisa disepakati bersoma dan saling menguntunghan, |

| Kelompok ... akan menjual produk dengan harga yang sama / leblh rendah ke pasaran
dengan pertimbangan :

| = membeli bahan baku lebib tinggi |

3. ANALISIS DAMPAK DAN RESIKO USAHA

3.1 DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR

Uralkan dﬂmﬁrk nogatif dan positif terhodop masyarakat sekitor atas aktivitas pong akan kito
faksanakan inl

3.2 DAMPAK TERHADAF LINGKUNGAN

Uraikan dumpak negatif dan positif terhadap lingkungan otas aktivitas yeng okan kito
laksanakan inl




3.3  ANALISIS RESIKO USAHA

Menggambarian hal-hal yang mungkin menggunggu pelaksanaan investasi dan

3.4 ANTISIPASI RESIKO USAHA
Menggambarkan strategi / kegiatan yang akan dilokukan dalam mengantisipasi dan |
meminimalkan resika usaha.

6. PENUTUP

Demikian proposal ini dibuat sebagai bahan analisa usaha pengembangan .....ccovmmiens
melalui unit usaha ... s 3eMOga proposal ini menjadi bahan
pertimbangan sehingga dapat dmemjm dan dapat terealisasi.

DIREKTUR KELOMPOK DESA
MEMBATIK KAGANGA REJANG LEBONG




LAMPIRAN
USULAN KEGIATAN PEMBINAAN

- Buatkan Usulan berupa Kegiatan Pembinaan terhadup pengembangan .ife!umpnk i

Uraikan : Tema kegiatan, Muaton Materi dan Prektek, fumiah Peserto, Jedwal Keglatan dan Seterusnya

USULAN RENCANA PENGADAAN PERALATAN KEGIATAN

Buuatkan Usulan berupa bentuk peralatan vang dibutubkan untuk mendukung Kelompolk ...

Uraikan : Jenis alot yang dibutubkan, Merk atay brand, harga satuan, banyoknya Aumioh alat yang
dilwrtulykan, sotuan danbotal anggaran.

USULAN PENYERTAAN MODAL USAHA

| Buatkan Usulan berupa rincian anggaran yang dibutubkan untuk keberiangsungan kegiatan
Kelompok ..
|

Uraikan : fenis kebutuhan, rinclon, keguraan, alosan, keunggulan don ketemahan, dan seterusiya

PENANGANAN MASALAH DAMPAK NEGATIF

TERHADAP LINGKUNGAN
Desa ; Jenis Kegiatan
Kecamatan Desazin cleh
Kabupaten - Tanggs

Mchon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang paling besar potensi untuk
merugikan masyarakat (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila pariu) :

1. Dampak negall! yang berpolens merugikan masyarskat dan mungkn skan timbul di iokasi ini

Apa saja yang telah direncenakan untuk mencegah masaiah ini atau uniuk mengurangi
dampak nagatif yang mungkin Bmbul?




| 2, Dampak negatif yang berpotensi merugikan masyarakat dan mungkin akan timbul di lokas: ik

Apa saje vang telah direncanakan untuk mencagah masalah ini slau uniuk manguraEngl
dampak negalif yang mungkin timbul?

Mohon diisi untuk dua jenis dampak lingkungan negatif yang paling besar kemungkinan
untuk timbul di lokasi ini (keterangan dilanjutkan ke lembar tambahan, bila periu) ;

1. Masalah dampak negatif yang kemungkinan besar akan timbul di lokasi ini:

Apa saja yang direncanakan uniuk mengatas masalah in ataw uriuk mengurang: dampak
negatif yang mungkin imbul?

2. Masalah dampak negatif vang kemunglkenan besar akan imbul di lokasi ini:

ApaE saja yang direncanakan uniuk mencegash masalah ini atad uniuk mengurangi campe
negatif yang mungkin timbul




9. FORM I

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA......ccocinias KECAMATAN. ... cconiimssrrma
TAHUN ANGGARAN i
Bidang LIRS
Sub Bidang "
Kegiatan L ——
Waktu Pelaksanaan
Rincian Pendanaan .
' HARGA JUMLAH
NO LIRAIAN VOLUNE — 01—
_ SATUAN ( Rp. ) (Rp. )
1
JUMLAH  Rp. ) B
Disetujul, e TR 20,.0e
Kepala Desa, [T L
[ PR ] b i i
cara pengisian

1. Bidang diis! dengan nomenklatur bidang den kode rekening sesual dengan APBDesza

2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesual dengan PH Desa
3, Eegiatan disl dengan nomenklatur keglatan dan kode rekening sesual APEDesa

4 Eolom 1 ditdl sesual dengan no urut

5. Kolom Z diisl dengan uraian berupa rincian kebutuhn dalam kegiatan

&, Kaolom 3 dilsi dergan volume dapat berupa jumlah orang/barang

7. kolarm & diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk mambayar

£, Kolom & diis| dengan |umlah perkiraan antara kolom 3 dengan 4




10. FORM J

PENILAIAN KELAYAKAN USAHA

KEGIATAN BKK TAHUN 2022
Desa : Mama Helompok
Kacamatan = © = Bidang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Kabupailen . REJANG LEBOMNG Linit Lisaha
Provins: C BENGEKLLL Wil

L ASPEK PASAR DAN PEMASAHAN

NO LINSUR YANG DINTLAI 1

[. | Masyarakatkonsumen sangsl membutubkan  dan
menginginkan produk yang akan dihasilkan dan akan
terus membutubkan dalam jangka wakiu yang lama |
Konsumen mempunyai kemsampuan membeli (dava
beli} dan bersedia membeli produk vang ditawarkan

[

3 Jumlah Eensumen banyak

4 | Permimaan  konsumen terhadsp  produk  yang
ditawnrkan cenderung akan meningkat & kemudian i
hari

5 Froduk {bervepa barang stau jasa) sesund dengan
| kebutuban konsumen

P

i Harga wvang ditawarkan dapat  diterima  oleh
konsumen
T Barang dan'oteu  gsa  vang ditwwarkan modah
didapatkan obeh korsomen

5 Konsumen tudah mendapatkan  informast tentang
barang/jasa vang ditawarkan

I ASPEK TEKNIS DAN TEKNOLOGI
NO UNSUR YANG DINILAI e

I | Produk wvang dibasilkan menspakan produk yang
| sesuzi dengan kebutuban dan keinginan korsumen

:
,E?
E
H
:
1
:
;

produk berkualivas

i Memiliki feknclogs  yang tepar sehingza  dzpai
, dioperasikan untuk menghasilkan produk  harang '

| Kopasitas produksi  dari  usaha  Kelompok
Usaha'Sasaran  Program dapar  disessskan  agar
mampu memenuhi kebutuhan konsumen

5 Pemilibhan Jokosi usaha Kelompok Usaha'Sasaran
Progrim sudah tepat

& | Tata letak fasilitas usaha Kelompok Usaha/Sasaran 1]
Program sudah tepat |

7. | Rencana  produksi  dart usaha Kelompok
Lisaha/Sasaran Program dapot dikelola dengan baik

% | Porscdisan bahan baku dan usahe  Kelompok
UsahaSasacan Program dapad  diperhitungkan  dan
dapat dikendalikan dengan baik




[l ASPEK MANAJEMEN DAN SUMBER DAY A MANUSIA
' SKOR *)

NO UNSUR YANG DINILAIL 1 3 3 4

B Pengembangan usahs Kelompok Usaha/Sasaran -
Program dapat direncanakan dengan baik

Ly

2 Usaha yang okan dikeloly oleh _H;Eii-n-'l.pnk |
Lisaha/Sasaran Program memiliki asas dan ssruktur [
organisasi yang efektif dan efisien : !

3 | Ussha vang skan dikelola oleh Kelompok
Usaha/Sasaran Program akan dipimpin oleh
pemimpin vang memiliki jbwa kepemimpinan dan
stallkaryawan yany memiliki dedikasi (kesetinan) |
kepada orgnmisnsd :

4 Fungsi-fungsi pengendalian dan pengawasan
terhadap usabha vang akan dikelola oleh elompok
Usaha/Sasaran Program berjalan dengan baik

§ Lisnha vang akon dikelols K-H'ﬂmp-l}ﬁ Usaha/Sasarnn
Program didukung oleh orang-orang vang terampil
_dan berkompeten untuk mengelola kegistan usaha

& Seburub personil penuelols Keiompok Usaha/Sasaran
Program {Pengurus, Badan Pengawas, Scksi-acks,
dan slaf) dapat bekerjazama dan kompak dalam
bekerja | -

IV, ASPEK KEUANGAN -

NO UNSUR YANG DINILAI —

| Jumlsh dapa yang dibutuhkan unmuk investasi swal
dan modal kers dalam usahe i dapat dikicang
dengan nmudah

]

Jumlah dana vang dibutuhkan untuk investasi awal
dan modal kerja dalam usaha e tidak terlaly besar

3 Sumber dona untuk menjalankan usaha telah tersedia
dan dapat diperoleh

4 Lisaha im diperkirakan akan menghasilkan |
keuniungan yang memadai karena penerimaan lebih
besar daripadn pengeluaran ) | |

5 Lisahn i myermpunyid cukup uang ek membayar
fagitan afau membanyar kegiaton usaha, kanena wang

vang diperoleh lebih banyak dibandingkan dengan |

uang vane dikelusrkan

& | Modal vang dikeluarkan unnik usaha ini akan
kembali dalam wakiu yang sudah diteniukan (balik |
modal} |

i
I

Uhetuk mevukinkmm atau meanbuldikun befran kegminn usahs Relompok UsabaSasamn Progmm memshik kelmalen dan spek

brunngers, makn terlebih dahiulo perls Shilosan:

I, Mlenghinmg jorsdals dane vang dilsmsblnn wmiukl wsvestss awal (imal, hangunen, perabatan, 411

2. Menghiimg jumlsh done vang ditkimibksn unids modsl ket oeba rembel] tabon balm, wembaean opah G,
mambever wegihen sk, <00

E Mengidentifices den mann ssmther das anbek mnyvestes) sival don moodal ke (pemoistak desa, inbaangen mssamiasl
baminem pemerintah (ksbopabmpeovins ), pinjaman, danfsim pesyerimn modal pihak 1ain stie keva sama hags hasil)

4 Memperiondan poepos penerinmen tada dan pengelunmn ushs ving sk dippmeian dslesm mensghinmg bpomn. nmi
Lpvtes ppmalin.

R Renjurlorakan pos-pos pessrrimuan kag deen pengel usesn kaw vung slan diguesskan clilans manglinmg lese bos sihe

fro Mlenperkirekan hista, lutang. dam modal osahe uniuk mesvasan Tepsran ness

T Memperkrekan beraps W meocdnl akan kemhali

V. ASPEK SOSIAL, BUDAY A, EKONOML POLITIK, LINGRUNGAN USAHA DAN
LINGKUNGAN HIDUP

SKOR *)
Y | 2 [ % ] & | &

ML) UNSUR YANG DINILAIL

A, As Sosial Budava Ekonomi dan Politik

| Banyak warga desa vang skan menerima manfaat
dari kegiatan usaha ini




T 2. | Usuha ini tidak terpengaruh oleh gejolik sosial dan
politik
3. | Kegiatan usaha ini rendapat dukungan dari
Pemerintah Desa (kepala desa) danfstau Pemerintah
Kabupaten (Bupati) . |
4 Usahn ini tidak memiliki dampak negatif bagi
kehidupan sosial idaya masyarakat
5 | Kemungkinan kegiatan usaha ini akan diambil alih
oleh pemernntah supra desa (pemseriniah di atas desap
|| sangat kecil,
& Potensi konflik sosial dari usaha ini rendah, atau

aclamya kegiaten usaha ini dapat melerai kontlik
riasvarakat

B. Kelayakan Usaha duri Aspek I..lnghungln Usaha

Tidak udnpnlﬂhjhsmﬁhnmnngmu.mkk:dﬂadm
mengancam keberlangsungan usaha Kelompok
Usaha'Sasaran Program mi”

2. | Tidek ada persaingan vang ketat dalam usaha vang ,
skan dijalankan

3. | Tidek ada ancaman dan produk pengganti bagi
usaha Kelompok UsalaSasaran Program?

4 Kekuntan tawar-menawar dart pembeli rendah

5 | Kekumtan tawar-menawar dan pemasck (suppliers)
remdah

6 | Pengaruh kepentingan kelompok tain (pemilik

sl paial‘.u psiha fain, dil) di masyarakat terhadap
usahn ini repdah

C. Kelayakan Usaha dari Aspek Lingkungan Hidup

| Usaha yang akan dijalankan tidak mesusak
- hingkungan hidup

' Limhah dari usaha ini dapat dikelola dengan haik

]

Usaha ini akan meningkatkan kualitas lingkungan
h'b&rp

VI. ASPEK HUKUM (YURIDIS)

NO

LINSUR YANG DINILAL

Rencana usaha yang akan dijalankan odeh Kelompok
L'sabin'Sasaran Program i sejalan dengan rencana

s i ErT

Bentuk badan hukum dan kegiatan ussha mudah

[inrrus

Mudah mendapatkan perijinas atas jenis usaha
vang akan dijalankan karena tidak bertentangan
dengan pesaiuran yang ada’

Tanah yang digunakan H-El‘-llﬂll1;r;l'|:l-ll b
merupakan tanah mlik doss

Status lahan untuk lokasi wsaba bebas dari sengheta

T o




T Lokasi usaha sesuni dengan rencina tata ruang’ |
Wilavah

Memperhatkan penilaian Tim Kelayakan Ussha Kegiatan BKK Tingkat Desa
berdasarkan beberapa aspek kelayakan usaha terhadap

Kelompok B gttt Rt

Lnit Usaha L)

Desa

Kecamatan e

Hasil skor penilasan ST U

Kesimpulan T N * (lavak/meragukan/tdaklayak )

PEJABAT PENILAI [pelaksana sesuai hidangnya) KEPALA DESA
Manma Jabatan Paraf

1. Sekretaris Desa -

2. Kasi /Kaur/Kadus ! R

Diihadiri oleh CATHRE o swminrons .
Tim Faskab dan Fasilitator Kewilavahan Kab. BL

N s Yo
2. 2 b )

CATATAN

*) Kritera Shor

1 =SRangai Tadak Setugu
2= Tidnk Setuju

A= Meiral

4= Setupu

5= Sanpt Sehup

KESIMPULAN PENILAIAN

# JUMLAHASPER YAMNG LAYAR (AL)

F# JUMLAHASPER YANG DINILAT (A} 6

RUMLUS TINGEAT KELAYARAN (TR} = AL - A x 10085

HASIL:

TH = B | Lavak)

TH 60 % - 80%% { Moragukan
TK = 6% (Tidak Lavak)




11. FORMK

BERITA ACARA
PERTIMBANGAN TEENIS USULAN KEGIATAN BEK
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka pelaksanaan propram BKK kepada Pemerintah Desa di Kabupaten

Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 di Desa ..........coeec.... Kecamatan
. Kabupaten Rejang Lebong. Maka pada :
]lﬂr'l d.ﬂﬂ Tunggal ¢ Berun, Tanggal 3 Januar 2022
Pulkul : 10,080 WIN 5.d Selesar
Tempat : Kantor Bappeda Kab. Rejang Lebong
OPD Teknis vang ditujukan © Dinas Perdagnngan, Koperast, UKM dan Perindustrian
Kabupaten Bejang Lebong

telah dilakukan konsuliasi sebagai saran pertimbangan teknis oleh Tim Fasilitasi
Kabupaten Program BKK di Kabupaten Rejang Lebong terhadap usulan kegiatan
BKK desa yang telah disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Musrenbang Desa) pada Tahun 2022, maka berikut kami sampaikan bentubk
keegintan dimaksud vaita

Sub Bidang ¢ Perdagangon doan perindustrion

Kegiatan : Pembentukan/ fasifitast/ pelathon pendampingan kelompok  wsaho
ekoromi produk il

Pagu Angparan vang dialokasikan : Rp. 100,000,000,

Lokasi Kegiatan S ST R T
Peserta/ Sasaran @ 1. Kemng Taning
2, Braclan Musyosarah Adat
A Koder Pemberdoyaan Masyarakat Desa
Adapun bentuk kegiatan BKK vang akan dilaksanakan vailu sebagai berikut:
1. Kegiatan Pelatihan Kelompok Membatik Kaeganga Khas Doeroh Rejang Lebong
2 Pengadaan peralatan, perlengkapan bahan untuk kegiatan membatik kaganga
aleh kelompok kerapnan tangan batik kaganga berupa canting, lilin batik,
wajan, zat pewarmna dan kain

Adapun Saran dan Pertimbangan Teknis dari Tim Fasilitasi Kabupaten vaitu:

Piigs S| ‘1:-.-'.@:1’ CAvel LGt |.J.|:!|.-..J|?|r.-'1‘|.- [ Jf:r'u-ﬂu L fe T _.-ﬂ'-' e PN T L W kot i seber
HAELE ik s T ,-rr"'”h‘1|-.ll-‘1"lr\- TR berskeals leledl dece oodn TE Sty LAn. SA0E a-‘Tﬂ-‘L 18 1'I fsLL

ARErAe MTETATER I-J.'| Awd Lebona. Seldieg MEWLIE AXEEu LOrAe Wil BLeD g tull piichtine. plil plhak
pErAtrintnh dEzi “ait peerbia, mplie el :-.I-:..era-h'r ‘revaan peletlin dari plhaks I-*I.'-I“.-u:-i' verninr-baear akil plalo
merfijlnn n mpmbiptie, agay ..., Baa blas baa,, due
.................. | | 1.

Pejabat OPD Teknis vang memberikan Saran KEPALA DESA
Nama Jabatan Paraf
L Kepala Dinas g
2, Kepala - TR A R o TR O AL R |

LIPTDy Kabid / Kasi

vE membidang:

Menpetahui,

Dihadiri alch Came el

Tim Fasilitasi Program BKK Kab: Rejang Lebong

2. + AP P S PR S T PR ]



12. FORML

Desa

VERIFIKASI TEKNIS KEGIATAN BKK
DAN RAB DESA TAHUN 2022

Hecamatan
Kabupaten ; REJANG LEBONG

Provinsi _ BENGKLULU

Lokasi

Bidang ' PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kegiatan

Valums

Jenis Dokumen yang Diperiksa

Ada iy Catata
) Telak n
HE ' :mtl i Memenuhi Pemerkzaan
¥ Svarat

Praposal Telmis Kegiatan (terpeninc
dan diuraikan secars glas)

Rencana Anggaran Biaya Kegialan
(terpanuti dan sesual kebutuhan
pelaksanaan kegisian)

Penilaian Kalayakan Usaha Kagiatan
BEE {telah divarifikasi oleh Tim
Kelayskan Usaha Tingket Desa dan
Kepala Desa)

Penilaian kelayakan usaha Kegiatan
BEK pada Aspek Pasar dan Pemasaran
(lersedia dan marmenut kebuluhsn
pasarnbarafiliasi)

Panilaian kelayakan usaha Kegiatan
BEK pada Aspek Teknis dan Teknalogi
(lersedia dan dinilsi inovetif)

Panilaian kelayvakan usaha Kegiatan

BKK pada Aspek Manajsmen dan SDOM
(lersedia dan terstrukiur dengan beik)

Penilaian kelayakan usaha Kegiatan
BEK pada Aspek Keuangan (lersedia
dan benrvestasiipermodalaninilal
penerimaan dan pengeluaran)

Panilaian kelayakan usaha Kegiatan
BKK pada Aspek Sosbud, Ekonomi,
Politik (tersadia dan barkoniribusi pada
kebutuhan orang banyak)

Penilaian kelayakan usahe Kegiatan
BKK pada Aspek Lingkungan Usaha
(tersedia dan memiliki nikal asel yang
bk




Fenilaian kalayskan usahe Kegiatan

BKK pada Aspek Lingkungan Hidup
lersedia dan penanganan masalah

gampak lingkungan tarfasiltasi)

| Penilaian kelayakan usaha Kegiatan
BEK pada Aspek Hukum (tersedia dan
barbadan hukum, ferhindar dari
sengketa’gugataniuniutuan

11

3 Bata pemanfaat (Froposal Teknis 1 |
|
Kegiatan)

Diperiksa Tangaal | .,
Hasil Pemeriksaan dinyatakan - Sasual | Tidak Sesua
iRy |1 ¥

Tim Fasilitas Program BKK Kab. Raejang Lebong KEFALA DESA
Nama Jabatan Paraf

1 .-
£ e 2

Dihadiri olah Camatl
Faskab dan Fasilitator Kewslayah Program BEKK

e e o 1

- E . - i corsersecrartressosarpmete)




13. FORM M

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN ..........c.....
alamat .. i ek e 2
................ e = 2022
Kepada
Mamar . [aisi sesval adnimsiras Kecamatan) ¥ih KepalaDesa ...
Sifat Sagere Eecamaian ... o
Lamypiran 1 {salu) Berkas
Perihal Perselujuan Penganggaran Dana BKK kepada Oi -
Pemerintah Desa .....cooomerimssismiessnses o TEMPAT

Tahum A

Sehubungan dengan pelaksanaan program BKK kepada Pemenntah Desa di
wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tehun Anggaran 2022, Pemerintah Desa mealalui

Kepala Desa ... .. L5 telah mengusulkan kegiatan BKK Tahun Anggaran

2022, yaitu :

Sub Bidang Perdagangan dan penmdusiinan

Kagiatan | Pembeniukandasiilasipalatihan/pendampingan kelompok
wsaha akonom produkid

Pagu Anggaran yang dakokasikan * Rp ‘HIl D00, 000, -

Lakasi Kagialan i ELE

Peseral Ketompok Sasaran © 1 Ha.rana Tarwra
2 Badan Musyawarah Adal
3 Kader Pemberdayaan Masyarakal Dasa

Maka berkenaan dengan inl kami menyatakan .. (sefudidel
setuju)+ untuk dianggarkan kedalam Perdes tentang APBDesa Tahun Anggaran 2022
malalui evaluasi dan verfikasi Rancangan Perdes telang APBDesa di tinghat
kecamatan, sebegai bshan pertimbangan keputusan tersebut bersama inl kami
lamparkan:

1. Berita Acars Hasil Musyawarah Parencanasn F"Eml:lang'unan Desa (Musrenbang

Desa) pada kegiatan BEK diDesa ...

Cickumen RPJMDasa;

Dekumen RKPDesa;

MNota Kesepakaian Bersama aniara Kepala Desa dan BPD atas Rancangan APBDesa

dan/atau Perubanan APBDesa Tahun Anggaran 2022,

Berite Acara Parimbangan Teknis Usulan Keglatan BEK olah Tim Fasiitas BKE

Kabupaten; dan

E  ProposalUsulan Kegiatan BKE di Desa besarla Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang
betahn divierifikesi ketayaken telinis cleh Fasilitator Program BEK

B3 B3

h

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kash
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15. FORM O

KEPALA DESA «.ccciivisivarannai
RECAMATAN ...coccnvivnmmnssnsnssrssnsas
KABUPATEN REJANG LEBONG
PROVINSI BENGRULLU

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....ocvvvemensnnae
NOMOR ..... TAHUN 2022
Tentang

Pencitapan Pelalsana Pengelolann Kevangan Desa (PPRIDY) Tabun Anggaran 2022

Memmban g

MMengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .........ccccevviem

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupah Rejang Lebong Momor
o Tabun 2020 entang Pedoman Pengelolaan Kevangan Desa di Kabupaten
Regjang lebomg pada Pasal .. avat (..) Kepala Desa wab
menctapkanPelaksana Teknis Pengelolsan Kewnpean Desa (PPED);

Balvwa penetapan PPRD dilakukan oleh Kepalan Desa sebagm  pernegsing
kekuasaan pengelolaan kevangan dess;

Balwa berdssarkun pertimbangen schogamunn dimaksud poda buruf o den
huruf” b terselut diatas, perlu ditetaphan dengan Keputusan Kepala Desa
bk erssnsaeecns e lEtANE Penctapan PPED Tahun Anggaran 2022,

Uindang-Undang  Somor 9 mbun 1967 tentang Pembentukan  Provins
Bengkulu (Lembaran MNegara Republik Indonesia tabun %67 Nomor 19
tambahan Lembaran Negara Repubhik Indonesia Nomor 2828);

Lindang-Undang Nomor 6 tahan 2014 tentang Desa (Lembamn  Negorn
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Nepsra
Republik Indonesin Nomor 54955,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Tlndang-
Lindang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahon Lembaran Negara Bepubhik
Indonesia tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemenintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang
Peraturon Pelaksanonn Undang-Undang Nomor & tohon 2014 tentang
[*esa (Lembaran Negarn Republik Indonesia tabun 20015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Megars Republik Indoness Nomor 5717,

Peraturan Pemerintah Momor o0 tabuon 2004 tentang Dana Desa vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjn Negara (Lembaran
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Megara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 168, Taombahon Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 5558), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tshun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa vang
bersumber dari Angszaran Pendapatan dan Belanpa Negara | Lembaran
Megara Bepublik Indonesia tahun 2015 Momor 8%, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 36045,

Peraturan  Pressden Nomor ... Tahun ... tentang Rincidan Angparan
Pendapatan dan Belanjs MNegira Tahun Anggaran 2022 (Benta Negara
Republik Indonesia Tahun 20019 Nomor 2257,

Pemturan Menteni Dalan Negeri NMomor 111 tahun 2004 entang Pedoman
Teknis Peramran di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Momor 2011 );

Peraturan Menteni Dalam Negen Momor 114 tahun 2004 tenfang Pedoman
Pembangunan Desa (Berita Negira Republik Indonesin Tahon 2014 Nomor
2004y

Peraturan Mentenn Keuangan Nomor 49PMEO72016 tentang Tata Carn
Pengnlokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evalussi Dana Desa
{Berita Negira Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

Perasturan Menten Keuangan Republik Indoncsia Nomor; 225FPME.072017
tentang  Porubshan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan  Repubhk
Indonesia Nomor: S0/PME.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Momor 1970);

Peraturan Mentenn Keusngan Republik Indonesia Nomor: 226/PME 072017
tentang Perubahin Rincin Dana Desa Memumut Daerah Kabupaten/ K osaTalum
Anggaran 2019 {Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971,

Peraturan  Menteri  Dalam  Negen Nomor 20 tahun 2019  tentang
Pengelolaan Kevangan Desa (Berita Negara Hepublik Indonesia Tahun
2019 Momor 611);

Peraturan Dagrah Momor | tahun 2019, tentang Angpgaran Mendapatan dan
Belmnn Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rejang Lebong ahun2019 Nomor 132);

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor .. hun 2017, tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Benta Daerah Kabupaten Rejang Lebong  tahun 2017
Momar ... J;

Peraturan Bupsti Rejang Lebong Nomor . tahum 2022, tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan keuangan Khisus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten
Rejang Lebong Tahum Anggaran 2022 (Berta Dacrah Kabupaten Rejang
Lebong tahun 2022 Nomar ... );

Peraturan Bupan Bejang Lebong Momor .. tahun 2022, tentang Tatn Crors
Pembagian dan Penetapan Rincian Resaran Alokasi Dana Desa Setinp Desa di
Rabupaten Rejang Lebong Tabun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Rejang Lebong tahun 2022 Nomaor )

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ... tahum 2022, tentang Tata Carn
Pembagian dan Penctapan Rincian Dana Desa Setiap Desa i Kabupaten
Reyang Lebong Tahun Anggaran 2022 (Benta Dacrah Kabupaten Rejang
Lebong tabum 2022 Momaor ..., )

Peraluran  Bupati Rejang Lebomg  Nomor .. fahun 2022, fentang
Penpibaran Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang
Lebong Tahun Anggaran 2022 (Berita Daersh Kebupasen Rejang Lebong
fabum 2022 Nomor ey




Memperhatikan

Menetapkan
Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

K.elurren

Hasil Rapat Pembentukan PPKD Dess . .oooooovnnoen.,  tanggal
. 2022.

MEMUTUShAN

Susuman PPKD Desa .. ................ Tehun Anggaran 2022 Susunan dan
personil PPRD, sebagainsana dinnekid dafom fampiran Kepaftisan ini;

PPED sebagaimana dimaksud dalam Dikium Pertama  Keputusan  mi,

mempunyai gas sehagai berikut,

- Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa

- Memyusun  Rancangan Peraturan Desa  tentang APBDwesa  dan
pertanggungjawaban pelaksanusn APBDesa

- Melakokan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan vang telah
ditetapkan dalam APBDesa

- Menyusun pelaporan dan pertangpungiawaban pelaksanaan AFPB[Desa,

- Moelakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penenmaan dan pengelusran
APBDesa,

- Menyusun rencann pelaksnaan kegiatan vang menjadi tanggung jawabnyva.

- Melaksanakan kegiatan dan/arau bersama Lembaga Kemasyarokatun Desa
yang telah ditetapkan dalam APBDesa

- Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anpgaran
belanja kegiatan.

- Mengendalikan pelaksanaan keginton.

- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

- Menyapkan dokumen anggaran atas beban penpelusran pelaksanaan
kegiatan

- Mencnma, menyimpan, menyvetorkan, membayar, menstpusahakan dan
mempertanggung-jawsbkan penenimaan pendapatan desa dan pengeluarnn
pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa

PPEID wapb melaksanakan tugasnya schagamana dimaksud dalam Dhktum

Fedua Keputusin mi;

Biaya wang timbul akibat pembeniukan PPED Desa .............. Tahun

Anpgaran 2022 ini, dibehankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDeza) Tahun Anggargn 2022 dan sumber-sumber lain yong halol don

tidak mengikat;

Feputusan i mula berlaku sejak tnpgal dietapkan, jiks ada kekeliruan

dikemudian han dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sehagaimana mestinya,

Dritetapkan di
Padatangeal & e 2022,
BEEPALA DESA. ... iviirivians




Lampiran Keputsan Kepala Desa
Moo sve Tt 2022
Tanggal s R
Susunan Pelnksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPRDY)
Tahun Anggaran 2022
1) NAMA JAHATAN KETERAMNGAN
i SEKRETARIS DESA

Selaku Eoordinator PPELY

3 EALR KELIAMNGAN Selaku Bendahara Dhesa
ALR | Selaku Pelaksana Kegintan Anggaran
) = padn Bidang Penyelengirarann
PEREMUCAMAAN Pttt Desa
; Selaku Pelaksans Kegiatan Anggaran
e s e glﬂt::ﬂ; USAHA padn Bidang Penvelengigarann
| Pemeriniahan Desa
| Selaku Pefakzana Kegiatan Anguaran
| EEPALA SEKSI y
5 A . padn Bidany Penvelengearaan
| PEMERINTAHAMN Porribsintbir: Desa
| Selaku Pelaksans Kegiatan Anggaran
| KEPALA SEKES] : x
& PELAY AN AN pado Bidang Pembinaan

Kemasvarakatan [esa

KEPALA SEKSI

Selaku Pelaksana Kegiatan Angoaran
pada Bidaig Pelakssnaan

EESEIAHTERAAN Pembarounan dan Pemberdayann
Masyarakat Desa
KEPALA DESA......0iiiiinanen




16. FORM P

Menimbanp

Mengingat

KEPALA DESA ....ccconninanninm
KECAMATAN .covniamnnssaninssnsssanssie
KRABUPATEN REJANG LEBONG
FROVINSI BENGRULU

KEPUTUSAN KEPALA DESA ......cccvvnneannnn
NOMOR ... TAHUN 2022
Tentang

Penetapan Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa Tahun Anggaran 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA ,.ooiiesiinsivensnm

Bahwa untuk melaksanakan ketentuin Peraturan Bupati Bejang Lebong
MNomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Rejang Lebong pada pasal  avat (...), Kepala Scksi betindak
sehagni pelaksann kagiatan sesuai bidangnya,

Bahwa Berdasarkan huruf a tersebutdintas periu dibentuk Tim Pelaksana
Kegiatan Anggaranmerupakanbagian vang fidak terpisshkan dari PPED
sehapai pelaksana teknis kegiatan sesum bidangnya oleh Kepala Desa;

Bahwa berdasarkan periimbangan sebagmmana dimaksud pada huruf 2 dan
huruf b tersebut diatas, perfu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
. tentany Penetapan TPKA Desa Tahun Angparan 2022

LUindang-Undang Nomor 9 tahun 1967 fentang Pembentukan Provinsi
Benghulu (Lembaran Negara Republik Indoncsia ahun 1967 Nomor 19,
tambaban Lembaran Wegira Republik Indonesin Nomor 25285,

Undang-Undang Nomor 6 mhun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 5495

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tenang Pelaksanaan Undang-
Undang Momor & tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik
Indinesia tabyn 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negars Republik
Indonesia tahun 2014 Momor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 43 twhun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanasn Undang-Undang Nomor 6 tahun 2004 tentang
Desa (Lembaran Negara Repoblik Indonesia tahun 2015 MNomor 157,
Tambahsn Lembaran Megara Republik Indonesia Nomaor 3T17);

Peraturan  Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 rentang Dann Desa yang
bersumber dori Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia tahiun 20014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Momor 22 tehun 2015 tentang Perubahan
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atas Persturan Pemenmiah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa vang
bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Wegara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3694),

Pernfuran Presiden Nomor ... Tahun 2022 tentang Rincian Anggiran
Pendapatan dan Belanja Megara Tahun Anggaran 2022 (Berita Negarn
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 111 tahun 2014 entang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa [Bentn Mepara Republik Indonesia Tahun 2014
Momaor 2091 ).

Peraturan Menten Dalem Negen Nomor |14 mhun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa (Benta Negora Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
203,

Peraturan Menten Kewinpgan Momor 49PME 072016 tentang Tara Cara
Pengalokasion, Penyaluran, Penggunaan, Pemomtauan dan Evaloasi Dana
Diesa (Berita Megara Republik Indonesia Tabun 2016 Neamor 478);

Perafuran  Menten Keunangan Republik Indonesia R TR
225 PME.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten
Keuangan Republik  Indonesia  Nomor:  SOPMK.07/2007  tentang
Pengelolaan Tronsfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Megara Republik
Indonesia Tahun 2017 MNomor 19707,

Peraturan henten Ksnamgnm Eepublik Indomesa Moimor:
226/PME. 072017 tentang Perubahinn Rincion Dana Desa Menumt Daensh
Kabupaten/KotaTahun Anggaran 2019 (Berita Wegara Republik Indonesia
Tahon 2017 Nomor 1971 )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 200 tahun 2019 temiang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Megara Republik Indonesin Tahun
2019 Nomor 611},

Peraturan Daerah Nomor | tahun 2019, tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanjn Daerah Kaobupaten Repng Lebong Tahum  Anggaran 2009
| Lembaron Daerah Kaobupaten Rejang Lebong tahon2019 Momor 1325,

Peraturan Bupati Eejang Lebong Momor ... twhun 2017, tentang Pedoman
Pembangunan Desa {Berila Daerah Kabupaten Reong Lebong  tahun 2007
Noowor .. )

. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor ... tahun 2022, tentang Pedoman

Pengelolaan Banfuan Kesangan Khusus kepada Pemenntah Desa di Kabupaten
Repang Lchong Tahun Anggaran 2022 (Benta Dacrah Kabupaten Rejang
Lebong tahun 2023 Momor )%

Persluran Bupan Rejang Lebong Momaor . tmhun 2022, tentang Tain Cara
Pembagian dan Penctapan Rincian Besaran Alokasi Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Rejang Lebong Tahon Angearmn 2022 (Berita Daerah kabupaten
Rejang Lebong tahun 2022 Nomor )

Permturan Bupati Rejng Lebong Nomor tahun 2022, tentang Tata Cara
Pembagian dan Penelapan Rincian Dana Desa Setiap Desa & Kebupaten
Repang Lebong Tahun Anggaran 2022 (Bema Dacrah Kabupaten Rejang
Lebomg tabun 2022 Momor ... %

Peraturan Bupat Regang Lebong Momaor .., tabun 2022, tenting Pemabaran
Anggaran Pendapatan don Belanja Dacrah Kabupaten Rejang Lebong Tahun
Anggaran 2022 [(Berita Dwerah Kabuparen Rejang Lebonp tohun 2022



Memperhatikan

Menetapkan
Periama

kKedua

Ketipa

koeempat

Kelima

Surat Keputusan Kepala Desa v NOmOr ..o, LEDUA 2022
tentang Penetapan Tim Pelaksana Kematan dan Anggaran Tuhun Anggaran
2022,

MEMUTUSKAN

Spsunan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa | Tahun
Anpgaran 2022 Susunan dan persomil TPEA Desa, te'.'ragmmm dimaksud
dalam tampiran Kepitusan ini;

TPKA Desa sebagaimana dimaksud dafam Diktum Pertama Keputusan ini,
mempunyai mgas schagal berikut,

- Melakukan pemyusunan Desain Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan
don gambar rencana kerja vang disepakan melalw ousyawarah di tinghar
[hesa;

= Melgkukan penyusunan  Rencana  Penggunaan Dana (RPD)  uniuk
melaksanakan kegiatan sesua kebutuhan yang di venfikasi obeh Sekretans
Diesa dan disahkan oleh Kepala Desa;

- Mendma dmn mengater kebutuhan tenaga kerpa secara swakelola untuk
melaksanakan kegintan sesoai dengan jadwal pelaksinaan,

= Mengajukan bshan /material. peralstan dan jasa lmnnya secara bertahap
mtaw keseluruhan sesum dengan jadwal dan kebutuhan;

- Mengajukan Surat Permintasn Pembavaran (SPP) setelah bahan /material,
peralatan dan goen aniya diterima;

- Melakukan tindakan penpgelusran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegintan dengan menggunaken buku pembaniu kas
kepintan sebhagm pertanpgungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa,

- Menyusun dan melaporkan kemauan  kemata  (realisast fimk  dan
keuangan) secara berkala;

= Setelah pelaksanaan kegiatan zecara swakelola sclesai 100%% (sasaran akhir
pekerjaan itelah tercapai), Ketum Tim Pelaksann Regiatn  Anggarin
menyerihkon pekenaan kepada Kepala Desa

TPEA Desn wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedna Keputusan ini;

Bisya wyomg timbul okibat pembentukan TPEA Desa ..............Tahun
Anggaran 2022 ini, dibebankan pada Anpgaran Pendapatan dan Biaya Desa
{ APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dan sumber-samber lain yang sah dan tidnk
miengikat;

keputusan i mulm berlaku scjak tanggal ditetapkan, pka ada kekelinuan
dikemudian han dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestany g,

Driretapkan & .
Pada tanggpal T IR AN | 11 1 %
KEPALADESA ......icviiiiianns




Lampiran . Keputusan Kepala Desa
MNomaor ' e Jahun 2022,

Tangzal RO | » .

Susunan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Desa (TPRA Desa)

Tabun Anggaran 1012
4 [ 111 PP i

BIDANG PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DESA

Ketun L viiiseieaeeen {Kepala Seksi Pemenmtahan). Dapat dibante oleh kadus
Sckretarns e [ Perangkat Deza, LKD atau Unsur Masyarakat).
Anggota iveieeeeseenew (Repala Seksi Pelayanan)

(Kepala Seksi Kesejahteraan).

{Kepala Lirusan Tata Ulsaha).
{Kepala Urnsan Perencanaan ),
vevieerienieneee ALKD, Tokoh Masyarakat dan /atau Tokoh Ferempuoan)
BIDANG PENYELENOOARAAN PEMERINTAHAN DESA

Ectun L i | Bepala Urussn Perencanaan). Dapat dibantu oleh kadus
Sekretaris D ceseesiienenen (umsur LKMD LKD),
Angpota viviiiniiecineen I Kepaln Seks: Pemerintahan).

(Kepala Seka Kesejahteraan)
(Kepala Seksi Pelayvanan)
i Keepala Urusan Tata 1saha),
PR i (LKD, Tokoh Masyarakat dan /atau Tokoh Perempuan)
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Ketua D eeeviiieieee (Kepala Urnsan Tata Usaha). Dapat dibantu oleh kadus
Sckretans D esrerkerres s (amsur LKMD /LKD),
Anggota D (Kepala Seksi Pemerintahan ),

{K.epala Scksi Kescjahteraan),

( Kepala Seksi Pelayanan),
{Kepala Urusan Perencanaan ).
. {LKD, Tokoh Masyarakatl dan /staun Tokol Perempuan )
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA

K eta R S Tk et e (Kepola Seks Pelavanan), Dapat dibantu oleh kadus
Kekretars . {unsur LKMD /LKD)
Anganta b e s p s {Kepala Sekai Pemerinighan),

{Kepala Seks: Kesejahteraan).

.................... (LED, Tokoh Masyvarakad dan fatay Tokoh Perempuan |
(LED, Tokoh Masyarakal dan fatag Tokeh Perempuan |
(LKD), Tokoh Masyarakal dan farau Tokoh Perempuan )




BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAY AAN MASYARAKAT DESA

Ketus {viiiieiciieceee | Kepala Seksi Kesejahteraan). Dapat dibantu oleh kadus
Sekretaris { reersireerieeeeen Lumsur LKMDULKD)
Angpota L T vovereenne | Foopala Seks Pemerintahan).

(Kepala Scksi Pelayanan),

(LEIY, Tokoh Masyarakat dan ‘atan Tokoh Perempuan)
(LKD), Tokoh Masyarakat dan fatan Tokoh Perempuan)
(LK, Tokoh Masyorakal dan fatan Tokoh Perempuan )

2022
KEPALA DESA. . .o




17. FORM Q

PERNYATAAN KESANGGUPAN

KETUA PELAKSANA KEGIATAN DEBA ..........
Pada hari ini DRORIEAL e o 11" ¢ G R——
tahun .. henempat i - R - IR oo sinrbiinadinsnnsnais
KECEMBIATI ..occrrrmrrmmsirsamanan HAabupaben:  licsiieiasiaminm e Propinsi

T A T T rr A e——

Jabatan chn]a o ] T

TTL L W L e SR o b o

Agama o A R

Jenis Kelamin e SO A LA

Unit Kerja : Pemenntahan Desa oo

AlAmMAL 0 rseerseesseseressrmsmsssereis

Bertindak selaku tim p-:l&kmna kegaﬂr.un anggaran menvatakan kesanggupan
untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan berlaku dan penuh
tanggung jawab, adapun kegiatan yang akan dilaksanakan vaitu scbagai
berilout -

No Kegiatan Volume | Satuan Nilai (RP) Lokasi Ket
1. | Bimtek Kelompok Desa | 1 Palket 30.000.000,- | Dusun 2 HRK
| Membatk kaganga |
2. | Pengadaan Peralatan 1 Palcet T0.OD0.000,- [ Dusund | BKK
I Membatik Kaganga {
EA T -

Demikian pernyataan ini dibuat dengan  sebenarnva dan saya  bersedia
menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintahan Desa ... jika
dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

THESE e imnannes - Februari 2022
TIM PELAKSANA KEGIATAN ANGGARAN .o
Paterai
R o e R A T KETLIA 1 10.000
o A SEKRETARIS 2
o T T e ANGOOTA 3
LAY L o e, ANGGOTA 3
Mengetahui,



&

18. FORM R

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN ....cccniiinnniiicnsaniioness

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG (LS)

Sehubunpgan dengan Surat Permintaan Pembayaran Belanja Tidak
Langsung (SPP-L8]. Dengan ini kami mengajukan danas sebesar
L P ITTT) [UPPERNRRTESSEET SR NORTESRRSS R URN SN ORI . 17 - r (1

Untuk keperluan Kegiatan Dana BKK Tahun Anggaran 2022 pada Desa
. Kecamatan ..o RAbupaten Rejang Lebong,

dengan ini menvatakan dengan schenamyva babwa ©

Jumlah Belanja Tidak Langsung (L3S) tersebui akan dipergunakan untuk
keperluan guna membiavai kegiatan vang akan kami laksanakan sesund
APBDesa Tahun Anggaran 2022,

Jumlah Uang Beanja Tidak Langsung (L3 tersebut tdak akan digunakan untuk
membiayval pengeluaran-pengeluaran yang menurul ketentuan vang berlaku

harus dilakukan dengan Pembavaran Belanja Langsung [BL).

Demikian suratPernvataan ini dibuat untuk melengkapi  persvaratan
pengajuan SPID-LES DeBA . .opumciiassisnssmasssanaas

Materai
10,000




19. FORM 8

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN .....ciciciiomsnmnisons
DESA ....covievvivvivennenns :

SURAT KETERANGAN TRANSFER

PIAEHIONE: 0 e nii e i s N . T

Saya vang bertanda tangan dibawah ini

MNama - PP s Ly e
Alamat F IR o caimmaiciinsinaianars KeCmAatan. . .coum s ivasassinroves
No. HP R PP SN
Jabatan t Kepala Desa ..o i
Bahwa Untuk Keperiuan Penvaluran Dana BKK Pada Desa oo

Dalam Rangka Pengelolaan EKeuangan Desa Regiatan Dana BEKK Tahun
Anggaran 2022, dengan ini menerangkan bahwa

MNo. Rekening

Nama Bank : Bank BPD Bengkulu. Cabang Curup

Atas Nama P KA DREBH i issn ki a KeCamAtaANT. .o coievisimamansiinses
Adalah benar rekening Atas Nama Kas DESA ..o KECAMALAN
........................ , dan selanjuinyva Dana BEK pada Desa ... URIAK

dapat di transfer ke rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan sava buat dengan sebenarmmya, dan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

ah AR e v

fdaterai
10,000




20. FORMT

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN ....ccovvrnrmnmnninamsnnsnianns

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAE KEPALA DESA

Saya yang bertanda tangan dibawah imi

Mama by Ers e e e e
Jabatan : Kepala Desal .....coovneens Kecamatan ........vcvveverrerrnnes

Bahwa sava berlanggung jawab atas Penggunaan Anggaran yang diajukan SP2D
dengan SPM LS sebesar
PR W L SR voer o Rupiah) untuk keperluan Kegiatan Dana
BKK Tahun Anggaran 20.. pada Desa ..o, Kecamatan
.......................... Kabupaten Rejang Lebong,

Demikian surat Pernvataan ini dibunat untuk melengkapi persyaratan pengajuan
SP2D dari Desa Kami.

BUPATI REJANG LEBONG,

—

SYAMSUL EFFENDI
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